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ABSTRAK 
Dalam pelaksanaan usaha Cucian Mobil Kusuma Utama ini pemilik 
melakukan kerja sama dengan cara memberi modal dan kepercayaan kepada 
pengelola untuk mengelola cucian mobil dengan modal sepenuhnya dari pemilik 
cucian mobil yang diserahkan kepada pengelola dan hasil dibagi dua dari pemilik dan 
pengelola. Praktek kerja sama antara pihak pemilik dan pengelola bahwa hasil yang 
didapat dikurangi modal dan sisa dari keuntungan, barulah dibagi pemilik 50% dan 
pengelola 50%. Apabila modal sudah kembali maka hasil tetap dibagi sepenuhnya 
kepada pemilik dan pengelola. Pembagiannya dilakukan dengan akad perjanjian 
secara lisan apabila pemilik dan pengelola mendapat bagian keuntungan yang sama 
sedangkan kerugian selama bukan kelalaian dari pengelola maka ditanggung oleh 
pemilik modal. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian 
sistem bagi hasil Cucian Mobil Kusuma Utama tersebut, serta bagaimana tinjauan 
hukum ekonomi Islam terhadap pelaksanaan kerja sama sistem bagi hasil Cucian 
Mobil Kusuma Utama di desa Bandung Baru ditinjau menurut konsep mudharabah. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja sama 
bagi hasil antara pihak pemilik cucian mobil dengan pengelola dan untuk mengetahui 
tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil antara 
pihak pemilik cucian mobil dengan pengelola di Desa Bandung Baru kecamatan 
Adiluwih Kabupaten Pringsewu. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan 
pada Cucian Mobil Kusuma Utama di Desa Bandung Baru. Sumber data yang penulis 
gunakan adalah terdiri dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil 
wawancara, angket dan observasi dari kedua belah pihak yaitu pemilik cucian mobil 
dan pengelola dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui 
penelaahan buku-buku yang berkaitan dan menunjang penelitian ini. Setelah data 
terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode kualitatif 
deskriptif. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut telah diperoleh kesimpulan bahwa untuk 
memastikan usaha tersebut maka dilakukan dengan cara baik dengan membagi 
keuntungan pada saat penjualan telah selesai dilakukan, baik perhitungan bulanan 
atau periode waktu tertentu lainnya. penerapan bagi hasil di atas merupakan kerja 
sama dimana keuntungannya dibagi atas keuntungan yang didapatkan dan 
keuntungan tersebut di bagi bersama yang sesuai dengan konsep mudharabah 
muqayyadah yaitu akad yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang membuat 
kesepakatan untuk suatu kegiatan perdagangan yang disepakati secara bersama. 
namun sering kali para penggelut usaha tidak melaksanakan sistem bagi hasil 
berdasarkan konsep mudharabah muqayyadah seperti penulis paparkan di atas 
dimana pada konsepnya keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan sedangkan 
kerugian selama bukan kelalaian dari si pengelola maka ditanggung oleh pemilik 
modal. 
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MOTTO 
 
                          
                          
 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku 
dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
1
 (Q.S An-Nisa, 4:29) 
                                                             
1
Yayasan Penyelenggara Penterjemeh/Pentafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 
Jakarta:2007,hlm, 663 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Penegasan Judul 
Sebelum menjelaskan lebih lanjut serta menguraikan isi skripsi ini, maka 
akan penulis jelaskan istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, skripsi 
yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara 
Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola” (Studi Kasus Pada Cucian 
Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluih Kabupaten 
Pringsewu) yaitu sebagai berikut: 
1. Tinjauan yaitu hasil meninjau; pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, 
mempelajari, dan sebagainya).
1
 
2. Hukum Islam adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT 
berupa aturan dan larangan bagi umat Islam.
2
 
3. Bagi Hasil (al-mudharabah) adalah akad kerja sama usaha antara dua 
pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh 
(100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.
3
 
Berdasarkan istilah-istilah bagaimana dikemukakan di atas, maka yang 
dimaksud judul dalam proposal ini adalah sebuah kajian yang akan 
memfokuskan kepada Tinjauan Islam tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak 
                                                             
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,Edisi Kedua, 
(Jakarta: Balai Pustaka, 1991). h.1060 
2
 Abdul Wahab Khalaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994). h, 
154 
3
 Antonio, Muhammad Syafi’I, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema 
Insani Press, 2001). h.95   
2 
 
 
 
Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola” (Studi Kasus Pada Cucian Mobil 
Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluih Kabupaten 
Pringsewu) 
B. Alasan Memilih Judul  
Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Semakin banyaknya usaha perkongsian yang terjadi dalam masyarakat 
Indonesia yaitu kerjasama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan 
kedua belah pihak, pemilik modal dan penerima modal.  
2. Karena keinginan untuk mengetahui praktik bagi hasil yang dilakukan 
dalam kerjasama pemilik dan pengelola di Cucian Mobil Kusuma Utama 
Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluih Kabupaten Pringsewu. 
3. Untuk mengetahui sejauh mana Islam mengatur tentang pembagian hasil 
dalam kerjasama Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru 
Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. 
 
C. Latar Belakang Masalah   
Agama Islam mempunyai satu sumber pokok yang tetap yaitu Al-Qur’an. 
Diantara salah satu segi hukum yang terdapat di dalamnya adalah masalah-
masalah Hukum Islam membenarkan seorang muslim berdagang atau usaha 
perseorangan, membenarkan juga menggabungkan modal dan tenaga dalam 
bentuk perkongsian (serikat dagang) kegotongroyongan yang memungkinkan 
usaha dapat berjalan dengan lancar. Namun Islam memberi ketentuan atau 
3 
 
 
 
aturan usaha yang dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, yaitu 
dikategorikan halal dan mengandung kebaikan.  
Salah satu contoh dalam usaha perkongsian yang banyak terjadi dalam 
masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya 
saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan penerima 
modal. Pada masalah ini Islam memberi ketentuan hanya secara garis besar 
saja, yaitu apabila orang-orang melakukan kerjasama secara bersama-sama 
mereka akan menghadapi perbedaan dan perselisihan tentang masalah 
keuangan. Oleh karena itu sangat mutlak apabila perkara-perkara yang 
melibatkan uang atau benda yang bernilai dituliskan dalam bentuk kontrak 
atau perjanjian. 
Adapun bagi hasil menurut Islam, salah satunya adalah mudharabah. 
Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak 
pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan 
pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha secara mudharabah dibagi 
menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi 
ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan karena kecurangan 
atau kelalaian si pengelola.
4
 
Dasar hukum tentang kebolehan untuk kerja sama bagi hasil ini adalah 
berdasarkan Al-Qur’an, hadist dan Ijma’. Sebagaimana yang difirmankan 
Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat An-nisa ayat 29: 
                                                             
4
 Hendi Suhendi, Fiqh  Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). h.135  
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                       
                          
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
5
 
 
Nabi SAW sendiri juga membolehkan akad ini sebagaimana Sabda 
Rasulullah yang berbunyi: 
 
 ْلََلْلْا يِلَع ُنْبا ْنَسَح اَن َث َّدَح ْتِبَاث ُنْبا ْرَشَب اَن َث َّدَح ْنَع َدُواَد ُنْب ِنَْحَّْرلاِدْبَع ْنَع ِمِسَقْلا ُنْبُارْصَن اَن َث َّدَح ُراَّز َبْلا
 َّنِهِْيف ُثَلََث مَّلَسَو ِهْيَلَع ُللها يَّلَص ِللها ُلْوُسَر َلَاق ِهِْيَبأ ْنَع ُهْنَع ُللها َيِضَر ُبْيَعُص ُنْب ْحِلاَص  َلَِا ُعْي َبْلا ُةَكاَر َْبلا
 َقُمْلاَو ٍلَجَأ ْلا ُطَلَخَو ُةَضَرا ِعْي َبِْللَلَ ِتْي َبِْلل ِْيِْع َّشْلِاب ِّر ُب 
 
Artinya: Hasan Bin Ali Al-Khalal menceritakan kepada kami, Basar bin 
Tsabit Al Bazaar menceritakan kepada kami, Nasr bin Al-Qasim 
menceritakan kepada kami, dari Abdi Ar-Rahman bin Daud, dari Shalih 
bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “Tiga hal yang di 
dalamnya terdapat keberkatan: jua beli secara tangguh, muqaradhah 
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(mudharabah) dan mencampur gandum dengan jelas untuk keperluan 
ruah tangga, bukan untuk dijual” (H.R Ibnu Majah).6 
 
 Para ahli hukum Islam secara sepakat mengakui keabsahan mudharabah 
ditinjau dari segi kebutuhan dari manfaat pada suatu segi dank arena sesuatu 
dengan ajaran dan tujuan syari’ah dan segi lainnya. 
Cara penghitungan keuntungan dalam bagi hasil mudharabah yaitu dalam 
pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua 
belah pihak. Bagi untung dan rugi bila laba besar, maka kedua belah pihak 
mendapatkan keuntungan yang besar dan sebaliknya. Menentukan besarnya 
keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang 
berkontrak.
7
 
Resiko kerugian dalam mudharabah, menurut ulama fiqh apabila di dalam 
transaksi tersebut mengalami kegagalan, yang mengakibatkan sebagian atau 
seluruh modal yang ditanamkan pemilik modal habis, maka yang menanggung 
kerugian hanya pemilik modal sendiri. Sedangkan penerima modal sama sekali 
tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang 
dalam catatan pengelola modal dalam menjalankan usahanya sesuai dengan 
aturan yan telah mereka setujui, tidak menyalahgunakan modal yang 
dipercayakan kepadanya. 
Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan mudharabah berarti ungkapan 
terhadap pemberian modal dari seseorang kepada kepada orang lain sebagai 
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modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua diantara 
mereka berdua, dan bila terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena 
kesalahan yang menjalankan modal, dia berhak mendapatkan upah yang wajar 
disebut ujratul-mitsil.
8
 
Praktik pada tempat penelitian yakni di Cucian Mobil Kusuma Utama 
Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluih Kabupaten Pringsewu, melakukan 
akad kerja sama antara pemilik cucian mobil dengan pengelola cucian mobil. 
Dari data observasi yang peneliti dapatkan bahwasannya pendapatan di Cucian 
Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluih Kabupaten 
Pringsewu tidaklah menentu akan tetapi peneliti memperoleh dari pemilik 
cucian mobil yakni sebagai berikut: 
1. Kerjasama dilakukan dengan cara Pemilik cucian mobil memberi modal 
dan kepercayaan kepada pengelola untuk mengelola cucian mobil. Dengan 
modal sepenuhnya dari pemilik cucian mobil yang diserahkan kepada 
pengelolah cucian mobil. Dan hasil dibagi dua dari pemilik dan pengelola. 
2. Pembagian hasil dilakukan dengan perjanjian awal bahwa pemilik dan 
pengelola cucian mobil yakni hasil yang didapat dikurangi dengan modal 
dan sisa dari keuntungan pengelolaan barulah dibagi dengan pengelola 
50% dan pemilik cucian mobil 50% dan apabila modal sudah kembali 
maka hasil tetap dibagi sepenuhnya  kepada pemilik dan pengelola. 
3. Pembagian hasil ini sangatlah menarik karena ditemukan satu orang yang 
melakukan pembagian hasil seperti ini. Di tempat Cucian Mobil Kusuma 
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Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluih Kabupaten Pringsewu, 
Pembagiannya dilakukan dengan perjanjian apabila pemilik dan pengelola 
cucian mobil mendapat bagian yang sama  dikarenakan kerugian 
ditanggung oleh pemilik, selama itu bukan kelalaian dari pengelola. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dapat 
diumuskan pokok permasalahannya yang akan menjadi kajian selanjutnya 
yaitu: identifikasi masalah dan batasan masalah, maka penulis merumuskan 
masalah yaitu: 
1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil antara pihak 
pemilik cucian mobil dengan pengelola” (studi kasus pada cucian mobil 
kusuma utama desa bandung baru kecamatan adiluwih kabupaten 
pringsewu) ? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perjanjian kerja sama bagi hasil 
pihak pemilik cucian mobil dengan pengelola” (studi kasus pada cucian 
mobil kusuma utama desa bandung baru kecamatan adiluwih kabupaten 
pringsewu) ? 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
Berangkat dari rumusan masalah di atas maka 
1. Tujuan dari penelitian ini 
a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pada kerja sama bagi hasil 
antara pihak pemiliki cucian mobil dengan pengelola di desa bandung 
baru kecamatan adiluwih kabupeten pringsewu. 
b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan 
perjanjian kerja sama bagi hasil antara pihak pemilik cucian mobil 
dengan pengelola di desa bandung baru kecamatan adiluih kabupeten 
pringsewu. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Secara teoritis, yaitu untuk memberikan sumbangsih bagi khazanah 
pemikiran Islam pada umumnya civitas akademik fakultas syari’ah 
jurusan muamalah khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulus 
bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus 
berlangsung. 
b. Secara Praktis, yaitu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat 
umum sehingga mampu menumbuhkan rasa keimanan dan ketaqwaan 
kepada Allah SWT, dan juga dapat dijadikan landasan bagi umat islam 
dalam acuan pelaksanaan kerja sama bagi hasil antara pihak pemiliki 
cucian mobil dengan pengelola sesuai syari’at Islam. 
 
 
9 
 
 
 
F. Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-
langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan  dengan 
masalah tertentu untuk diolah, dianalisis dan diambil sebuah kesimpulan dan 
selanjutnya dicarikan penyelesaiannya.
9
 Untuk memperoleh dan membahas 
data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai 
berikut: 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau (Field 
Research). Jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk 
mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Yakni dari berbagai informasi 
yang berkaitan dari buku-buku yang membahas tentang mudharabah dalam 
kerja sama, termasuk juga data primer hasil wawancara dengan para pihak 
yang bersangkutan sebagai objek penelitian. Dan juga menggabungkan ke 
dalam jenis penelitian kepustakaan (library Research) yakni suatu penelitian 
yang dilakukan dengan cara pengumpulan buku-buku literature dan 
mempelajarinya.  
 Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang hanya 
memaparkan situasi dan peristiwa, tidak mencari dan mencari hubungan, tidak 
menguji hipotesis atau membuat prediksi. Pada penelitian deskriptif, dititik 
beratkan pada observasi dan setting alamiah. Peneliti bertindak sebagai 
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pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan 
mencatatnya dengan tidak memanipulasi variabel. 
2. Sumber Data Penelitian  
Sedangkan data yang akan dicari yaitu: 
a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli lapangan atau 
dari pemilik dan pengelola cucian mobil lokasi penelitian yang 
memberikan informasi langsung pada peneliti, yaitu Cucian Mobil 
Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten 
Pringsewu. 
b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan yang 
dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai 
literature atau bahan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. 
Kemudiaan disaring dan dituangkan ke dalam kerangka pemikiran 
teoritis. 
3. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.
10
 Adapun yang menjadi 
populasi dalam penelitian adalah pemilik dan pengelola Cucian Mobil 
Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluih Kabupaten 
Pringsewu. 
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b. Sampel 
Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.
11
 Dalam hal 
ini sampel yang digunakan adalah purposive sampling yang telah 
ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan tertentu. Pada 
penelitian ini yang dijadikan sampel yaitu pemilik dan pengelola 
Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluih 
Kabupaten Pringsewu. 
 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan penulis, penulis 
menggunakan metode-metode sebagai berikut: 
a. Observasi 
Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan dilokasi 
penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang 
situasi dan kondisi serta peristiwa di lokasi.
12
 Yang aman sebagai 
metode ilmiah observasi yaiu pengamatan dan pencatatan dengan 
sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Penulis  
menggunakan observasi langsung kelokasi, disana penulis mengamati 
fakta-fakta yang ada di lapangan khususnya yang berhubungan dengan 
praktik kerjasama bagi hasil dalam kerjasama Cucian Mobil Kusuma 
Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten 
Pringsewu. 
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Dalam observasi ini penulis menggunakan observasi non partisipan 
dimana penulis tidak berpartisipasi langsung dalam  melakukan 
kegiatan yang diteliti. 
b. Wawancara  
Wawancara adalah proses Tanya Jawab dalam penelitian yang 
berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap 
muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 
keterangan-keterangan.
13
 Dalam wawancara ini akan dipersiapkan 
terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajkan melalui 
interview guide (pedoman wawancara).  
Untuk  mendapatkan data dilakukan wawancara kepada pemilik dan 
pengelola Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru 
Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. 
 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa 
catatan transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 
ledger, agenda dan sebagainya.
14
 Data-data tersebut dapat berupa leak 
geografis, kondisi masyarakat maupun kondisi adat kebudayaan serta 
hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian. 
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5. Metode Pengolahan Data 
Setelah data yang diperlukan terkumpul baik dari perpustakaan, maka 
diolah dengan secara sistematis, sehingga menjadi hasil pembahasan dan 
gambaran data, pengolahan data pada umumya dilakukan dengan cara: 
a. Pemeriksaan data (editing) yaitu mengkoreksi apakah data yang 
terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah selesai (relevan) 
dengan masalah. 
b. Sistematika data (sistemazing), yaitu menempakan data menurut 
kerangka sistemaika pokok bahasan dan sub pokok bahasan 
berdasarkan urutan masalah.
15
 
6. Analisis Data 
Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan 
metode deduktif yaitu, metode yang berangkat dari pengetahuan yang 
bersifat umum bertitik tolak pada pengetahuan umum, kemudian hendak 
menilai kejadian yang khusus, metode ini digunakan dalam gambaran 
umum proses pelaksanaan perjanjian bagi hasil Cucian Mobil Kusuma 
Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. 
Baik dari data lapangan yang kemudian digabungkan dengan data dari 
beberapa literature, dari gambaran umum tersebut ditarik suatu kesimpulan 
yang bersifat khusus.  
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Konsep Mudharabah 
1. Pengertian dan Dasar Hukum Mudharabah  
a. Pengertian Mudharabah 
Madharabah arti asalnya “berjalan di atas bumi untuk berniaga” atau yang 
disebut dengan qiradh yang arti asalnya saling mengutang. Mudharabah 
mengandung arti “kerja sama dua pihak yang satu diantaranya menyerahkan 
uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungannya 
dibagi diantara keduanya menurut kesepakatan”.1 
Mudharabah berasal dari kata ad-dharb yaitu bepergian untuk urusan 
dagang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-qur‟an surah Al-Muzamil ayat 
20 yaitu
2
 
  …               …  3   
Artinya: “dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian 
karunia Allah” (QS Al-Muzamil:20) 
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Selain ad-dharb, disebut juga qiradh yang berasal dari kata al-qardhu, 
berarti al-qath‟u (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya 
untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula 
yang menyebut mudharabah atau qiradh dengan muamalah.
4
 
Kata Mudharabah berasal dari kata dharaba pada kalimat al-dharab, 
yakni bepergian untuk urusan dagang. Menurut bahasa, kata Abdurrahman Al 
Jaziri, Mudaharabah berarti ungkapan terhadap pemberian harta seseorang 
kepada orang lain sebagai modal usaha yang keuntungannya dibagi antara 
mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.
5
 
Ada pula yang menyebut Qiradh dengan muamalah yakni akad antara 
kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak mengeluarkan 
sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan dan laba dibagi 
sesuai kesepakatan).
6
  
Istilah Mudharabah digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz 
menyebutnya dengan istilah qiradh.
7
 Dengan demikian mudharabah dengan 
qiradh adalah dua istilah yang memiliki makna sama. 
Mudharabah adalah system kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih 
dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (seratus persen) 
kebutuhan modal (sebagai penyuntik sejumlah dana sosial kebutuhan 
pembiayaan suatu proyek), sedangkan nasabah sebagai pengelola (mudahrib) 
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mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk ini nasabah sebagai 
pengelola (mudharib) menyediakan keahliannya.  
Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa mudharabah adalah semacam 
syarikat aqad, bermufakat dua orang padanya dengan ketentuan: modal dari 
satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain, 
dan keuntungan-keuntungan dibagi antara mereka.
8
 
Sutan Remi Sjahdeni, mengemukakan bahwa mudharabah adalah suatu 
transaksi pembiayaan yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak yaitu
9
: 
a. Pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek 
atau usaha yang memerlukan pembiayaan, pihak tersebut disebut 
shahibul maal. 
b. Pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan modal dan 
menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari 
shahibul maal, pihak tersebut disebut mudharib. 
Kasmir mengemukakan, bahwa mudharabah merupakan akad kerjasama 
antara dua pihak, pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain 
menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan 
dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama 
kerugian  diakibatkan kelalaian pengelola.
10
  
Mudharabah berdasarkan ahli fiqh merupakan suatu perjanjian yang 
seseorang memberi hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsipdagang dan 
keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah 
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disetujui. Sedangkan secara teknis mudharabah adalah kerja sama antara dua 
pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan  
pihak lainnya menjadi pengelola.
11
 
Muhammad Ridwan memberikan pengertian secara praktis akad 
mudharabah, yaitu “akad kerja sama dua orang atau lebih, salah satu pihak 
menyediakan modal secara penuh dan pihak lain menjalankan usaha. Pemilik 
modal disebut dengan shohibul maal, sedangkan pengusaha disebut mudharib. 
Antara keduanya terikat dengan kerjasama usaha. Pembagian keuntungan 
disepakati bersama, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal, jika 
kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian pengusaha, maka pengusaha 
berkewajiban menanggung kerugian tersebut.
12
 
Bagi hasil adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam 
suatu kegiatan usaha atau proyek di mana masing-masing pihak berhak atas 
segala keuntungan dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi.
13
 
Menurut Istilah, mudharabah atau qiradh dikemukakan oleh para ulama 
sebagai berikut: 
a. Menurut para Fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak 
(orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya 
kepada pihak lain diperdagangkan dengan bagian yang telah 
ditentukan dari keuntugan, seperti setengah atau sepertiga dengan 
syarat-syarat yang telah ditentukan. 
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b. Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak 
yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta 
yang diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola 
harta itu. Maka mudharabah ialah: 
 ِف ِةَْكرٍّشا ىلَع ُدْقُعرََ ْْا َْ
ِِ  ٍ ََ َعََ  ِ ْْ َيََِِل ْ ا َد ََ َ ْْ
ِِ َ َل ِِ ِ ْْبررا 
14  
“akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak pemilik 
harta dan pihak lain pemilik jasa”. 
c. Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah ialah: 
  
 ْْ ِِ َرَدلَص  ٍ ْيِْكوَيت ُدْقُع ِْ ْيَدْقَيِنر ِصْوُصُِبِ َرِجَتَّي  َْنا ىَلَع ِِهْيَْغِر َِ ل ََ ْرا ب َر
 ِةَّضِفْراََ  ِبَىَّذرا
15 
 
“Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya 
kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang 
ditentukan (mas dan perak)". 
d. Imam Hanabilah berpendapat bahwa mudharabah ialah: 
 
 ْعزُِبِ ِوْيِف ُرجتي ْْ ِِ َلَِا ِِورلَِ  ْْ ِِ لَنَّي َعُِ  َارْدَق َِ ل ََ ْرا ُب
َِ لَص ُخَفْدَي ْنَ ٌَةرلََِع
 ِوِْبِر ْْ ِِ ِمْوُلْع َِ
16 
                                                             
14 Abdurrahman Jaziri, Al-Fiqh „Ala Madzahib Al-arba‟ah, Juz II, (Mesir: Tiariyah 
Qubra) h. 35 
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 Ibid, h. 38 
16 Ibid, h. 42 
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“Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu 
kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang 
diketahui.” 
 
e. Ulama syafi‟iyah berpendapat bahwa mudharabah ialah  
 
 ِوْيِف َرِجََتِير َْ ٌصْخَش َِفْدَي ْنَ ىضَتْقَي  ُدْقُع17  
“Akad yang menentukanseorang menyerahkan hartaya kepada yang 
lain untuk ditijarahkan.” 
f. Sayyid Sabiq berpendapat, mudharaah ialah akad antara dua belah 
pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk 
diperdagangkan dengan syarat ketentuan dibagi dua sesuai dengan 
perjanjian.
18 
g. Menurut Imam Taqiyyudin, Mudharabah ialah  
 ِةَرلَجبتراَلي ٍُ
ِِلَعْرا ِوْيِف ُفُّرَصََتِير  دْقِ ىَلَع ُدْقُع
19  
“Akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan.” 
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 Ibid, h. 44 
18
 Sayyid Sabiq, Op.Cit. h. 37  
19 Taqiyuddi Abi Bakr Ibn Muhammad, Kifayat Al-Akhyar, (Bandung: Alma‟arif) h. 301 
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Mudharabah atau qiradh adalah pemberian harta tertentu kepada orang 
lain supaya dijadikan modal usaha dan keuntungannya dibagi berdasarkan 
syarat yang menjalankan disepakati antar pemilik modal dengan yang 
menjalankan modal.
20
 
Mudharabah atau penanaman modal di sini artinya adalah menyerahkan 
modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase 
keuntungan. Bentuk usaha ini melibatkan dua pihak, pihak yang memiliki 
modal namun tidak bisa berbisnis, dan pihak yang pandai berbisnis namun 
tidak memiliki modal. Melalui usaha ini, keduanya saling melengkapi.
21
     
Bentuk usaha mudharabah ini, ada masa Nabi Muhammad SAW, dan 
beliau mengakuinya kebijaksanaan Allah menuntut dibolehkannya kongsi 
mudharabah ini, karena orang-orang yang membutuhkan, selain itu, karena 
uang tidak akan berkembang kecuali diinvestigasi dan diniagakan Al-Alamah 
Ibnu Al-Qayyim berkata, Mudharib (pihak pekerja) adalah orang yang 
dipercaya, orang yang diupah, wakil dan mitra kongsi bagi pemilik modal 
(mudharib) sebagai orang yang dipercaya ketika memegang harta pemiliknya, 
ia sebagai wakil ketika mudharib ini megembangkan harta tersebut, dan 
sebagai orang yang diupah dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk 
mengembangkan harta, dan mudharib sebagai mitra kongsi ketika ada laba 
dari harta yang dikembangkan tersebut.
22
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 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2006) h. 
155  
21
 Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta: 
Daruq Haq, 2008) h. 168  
22
 Saleh Fauzan, Fiqh Sehari-hari, (Jakata:Gema Insani, 2006) h. 468 
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Keuntungan bersih pada mudharabah dibagi stelah segala pembelanjaan 
atau biaya perdagangan diperhitugkan, dan modal investor (shahibul al-mal) 
dikembangkan lagi, sekiranya akad atau transaksi berakhir. Dapat diketahui 
bahwa modal berupa barang yang tidak dapat dibayarkan, seperti rumah, 
begitu pula tidak boleh berupa hutang. Pemilik modal memiliki hak untuk 
mendapatkan laba sebab modal tersebut miliknya, sedangkan pekerja 
mendapatkan laba dari hasil pekerjaannya.
23
 
Setelah diketahui beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 
mudharabah adalah kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah 
pihak yang berakad dimana suatu pihak memberikan modal dari harta 
miliknya sendiri kepada pihak lain sebagai modal usaha produktif dan 
keuntungan dari usaha itu dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Denan 
perkataan lain dapat dikemukakan bahwa mudharabah adalah kerja sama 
antara modal dengan tenaga atau keahlian. Denga demikian dalam 
mudharabah ada unsur syirkah atau kerjasama baik kerja sama harta dengan 
harta, tenaga dengan tenaga, dan harta dengan tenaga. Namun, jika terjadi 
kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan 
pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi tenaga tanpa 
kerugian.
24
 Kerjasama dalam bentuk ini disebut dengan mudharabah oleh para 
ulama Iraq, dan disebut Qiradh oleh ulama Hijaz.
25
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 Rachmad Syafe‟I, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Pustaka Setia, 2010) h. 223  
24
 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, (Jakarta, 2010) h. 367  
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b. Dasar Hukum Mudharabah 
  Islam mensyari‟atkan dan membolehkan kepada umatnya untuk 
memberikan keringanan kepada manusia lainnya. Sebagian orang terkadang 
memiliki harta, akan tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menjadikan 
harta tersebut lebih produktif. Hal tersebut menjadi salah satu alasan Islam 
mensyari‟atkan untuk bermuamalah, agar kedua belah pihak tersebut dapat 
mengambil manfaatnya.  
  Pemilik harta akan mendapatkan manfaat dengan pengalaman mudharib 
(orang yang diberi modal) sedangkan mudharib akan memperoleh manfaat 
dengan harta tersebut sebagai modal usahanya. Dengan demikian terciptalah 
kerja sama antara modal dan kerja. Allah SWT tidak menetapkan segala 
bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemashlahatan dan terhindarnya 
kesulitan. 
  Melakukan mudharabah atau qiradh adalah mubah (boleh). Adapun dasar 
hukum yang disyari‟atkannya mudharabah dalam Islam yaitu: 
a. Al-Qur‟an 
Ayat-ayat yang berkenaan dengan mudharabah, antara lain: 
Surat Al-Baqarah ayat 282-283 yang berbunyi: 
                          …  26 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya”. 
                                                             
26
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Jakarta: Institut Ilmu Al-
Qur‟an (IIQ) h.106 
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 …                              27   
Artinya: …akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang 
lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 
(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. 
 
Al-Qur‟an surat Al-muzammil ayat 20 yang berbunyi: 
…                   … 28   
Artinya: “dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian 
karunia Allah”. 
 
Al-Qur‟an surat AL-Jumu‟ah ayat 10 yang berbunyi: 
                            
        29   
Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di 
muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 
supaya kamu beruntung”. 
 
Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi: 
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 Ibid, h. 49 
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 Ibid, h. 575 
29 Ibid, h. 554 
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                 …   30  
Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil 
perniagaan) dari Tuhanmu”. 
Al-Qur‟an surat An-Nisa‟ ayat 29 yang berbunyi: 
                     
                   
    31   
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 
janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu”. 
 
b. Hadits  
Hadits yang berkaitan dengan mudharabah adalah hadits yang 
diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi Muhammad SAW. 
Bersabda:  
 
 َّدََ ِمِسَقْرا ُْ ْْ ُارْصَِ لَنَيث َّد ََ  ُراَّزَيَْرا ْتَِْلث ُْ ْْ ا ْرَشَْ لَنَيث َّد ََ  ٍْ ََلْلْا يِلَع ُْ ْْ ا ْْ َس ََ  لَنَيث
 َع َُْوُسَر َ َلق ِوِْيَْ  ْْ َع ُوْنَع ُللها َيِضَر ُبْيَعُص ُْ ْْ  ْحِرلَص ْْ َع َدَُ اَد ُْ ْْ  ِْ َْحَّْرراِدََْع ْْ
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 ُطَل ََ ََ  ُةَضَرلَقَُ ْراََ   ٍ َجَ َلَِا ُِ ْيَيَْرا ُةَكَارَيَْرا َّْ ِهِْيف ُثَلََث مَّلَسََ ِوْيَلَع ُللها يَّلَص ِللها
 َيَِْلر ِْيِْع َّشْرِلْ برُيَْرا ِ ْيََي ِْلر َْ ِتْي
32 
Artinya: “Hasan Bin Ali Al-Khalal menceritakan kepada kami, Basar bin 
Tsabit Al Bazaar menceritakan kepada kami, Nasr bin Al-Qasim 
menceritakan kepada kami, dari Abdi Ar-Rahman bin Daud, dari Shalih 
bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “Tiga hal yang di 
dalamnya terdapat keberkatan: jua beli secara tangguh, muqaradhah 
(mudharabah) dan mencampur gandum dengan jelas untuk keperluan 
ruah tangga, bukan untuk dijual” (H.R Ibnu Majah). 
 
c. Ijma‟ 
Mudharabah disyari‟atkan berdasarkan ijma‟ (kesepakatan) para 
sahabat dan berdasarkan kesepakatan para imam yang menyatakan 
kebolehannya. Hal ini didasarkan dalil yang mengungkapkan bahwa 
tolong menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam hal 
kemungkaran.
33
 Di antara ijma‟ dalam mudharabah, adanya riwayat yang 
menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim 
untuk mudharabah. Perbuatan tersebut ditentang oleh sahabat lainnya.
34
 
Muamalah dalam bentuk mudharabah disepakati oleh ulama tentang 
kebolehannya. Dasar kebolahan hukumnya itu adalah pengalaman Nabi 
yang memperniagakan modal yang diberikan oleh Siti Khadijah sebelum 
beliau diangkat menjadi Nabi dan kemudian ditetapkan setelah beliau 
menjadi Nabi. 
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33
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d. Qiyas 
Mudharabah diqiyaskan kepada al-musyaqah (menyuruh seseorang 
untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan 
ada pula yang kaya. Pada satu sisi, banyak orang kaya yang 
mengusahakan hartanya, di sisi lain juga tidak sedikit orang miskin yang 
mau bekerja tapi tidak memiliki modal. Maka dengan adanya mudharabah 
ditujukan antara lain untuk kemaslahatan manusia dalam rangka 
memenuhi kebutuhan mereka.
35
 Dengan adanya kerja sama antara kedua 
belah pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan, 
sehingga menghasilkan keuntungan.
36
 
 
2. Rukun dan Syarat Mudharabah 
Islam telah mengatur rukun dan syarat kerja sama mudharabah sehingga 
kerja sama itu dapat dikatakan sah oleh syara‟. Berikut ini penjelasan rukun 
dan syarat kerja sama mudharabah , yaitu sebagai berikut: 
a. Rukun Bagi Hasil (Mudharabah) 
Rukun adalah kata mufrad dari kata jama‟ “arkan” artinya asas atau 
sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) 
dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu 
termasuk di dalam pekerjaan itu.
37
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Rukun mudharabah menurut sayyid sabiq adalah ijab dan qobul yang 
keluar dari orang yang memiliki keahlian. Dalam ijab qabul ini tidak 
disyaratkan adanya lafaz tertentu, akan tetapi dapat dengan bentuk apa 
saja yang menunjukan makna mudharabah karena yang dimaksud dalam 
akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafaz dan susunan katanya.
38
 
Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dipahami bahwa yang 
dimaksud dengan rukun adalah unsur penting yang menyebabkan adanya 
suatu pekerjaan atas pekerjaan lain, yang dalam hal ini adalah pekerjaan 
kerja sama akad mudharabah.  
Adapun rukun kerja sama mudharabah menurut ulama Syafi‟iyah ada 
enam,
39
 yaitu: 
1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya. 
2) Orang yang bekeja, yaitu mengelola barang yang diterima dari 
pemilik barang. 
3) Aqad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola 
barang. 
4) Mal, yaitu harta pokok atau modal. 
5) Amal, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba, 
dan 
6) Keuntungan. 
Menurut Malikiyah, bahwa hukum mudharabah itu adalah jaiz. 
Sedangkan rukun-rukunnya adalah: 
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 Sayyid Sabiq, Op.Cit, h.38  
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1) Modal 
2) Amal 
3) Laba 
4) Pihakyang mengadakan perjanjian 
5) Sighat (ijab dan qobul) 
Menurut Jumhur Ulama,
40
 rukun mudharabah ada lima yaitu: 
1) Orang yang berakad 
2) Modal 
3) Keuntungan 
4) Kerja 
5) Sighat, yaitu ijab dan qabul 
Menurut Zuhayli,
41
 akad mudharabah memiliki beberapa rukun yang 
telah ditentukan guna mencapai keabsahannya, yaitu: 
1) Pemilik dana (Shahibul Mal) 
2) Pengelola (Mudharib) 
3) Ucapan serah terima (Sighat ijab wa qabul) 
4) Modal (ra‟sul mal) 
5) Pekerjaan  
6) Keuntungan. 
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Menurut Amir Syarifudin pada kerja sama mudharabah terdapat tiga 
unsur yang setiap unsur tersebut harus memenuhi syarat sahnya suatu akad 
mudharabah
42
: 
1) Pemilik modal (robbul mal) dan pengusaha atau yang disebut juga 
yang menjalanka modal (mudharib) sebagai pihak yang melakukan 
kerja sama. Keduanya harus memenuhi persyaratan untuk 
melangsungkan perjanjian, yang dewasa sehat akal dan bertindak 
dengan kesadaran dan pilihan sendiri, tanpa paksaan, sedangkan 
pengusaha atau yang menjalankan modal harus cakap dan mampu 
bekerja sesuai dengan bidangnya. 
2) Objek kerja sama atau modal. Syaratnya harus dalam bentuk uang 
atau barang yang ditasksir dengan uang, jelas jumlahnya, miliknya 
sempurna dari peilik modal dan dapat diserakan pada waktu 
berlangsng akad. 
3) Keuntungan atau laba. Keuntungan dibagi sesuai dengan yang 
disepakati bersama dan ditentukan dalam kadar persentase, bukan 
dalamangka mutlak yan diketahui secara pasti. Alasannya ialah 
bahwa yang akan diterima oleh pekerja atau pemilik modal buka 
dalam sesuatu yang pasti. 
Menurut Abdullah AL-Mushlih, seperti bentuk usaha lain, bisnis bagi 
hasil ini juga memillik tiga rukun, yaitu dua atau lebih pelaku, objek akad 
dan pelafalan akad.
43
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1) Dua pihak yang melakukan akad  
Kedua pihak disini adalah investor dan pengelola modal. Keduanya 
disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas. Yakni orang yang 
tidak dalam kondisi bangkrut terlilit hutang, anak kecil, orang gila, 
orang idiot, semuanya tidak boleh melakukan transaksi ini.  
2) Objek akad 
Objek akad dalamkerja sama bagi hasil ini tidak lain adalah modal, 
jenis usaha dan keuntungan. 
a) Modal 
Modal disyaratka harus alat tukar seperti emas, perak atau uang 
secara umum. Penanaman modal ini tidak boleh dilakukan dengan 
menggunakan barang kecualibila disepakati unuk menetapkan nilai 
harganya dengan uang. Sehingga nilainya itulah yang menjadi 
modal yang digunakan untuk memulai usaha. Atas dasar itulah 
hitung-hitungannya dianggap selesai untuk masa kemudian. 
b) Jenis usaha 
Asal dari usaha dalam bisnis bagi hasil (penanaman modal) 
adalah dibidang perniagaan atau bidang-bidang terkait lainnya. 
Pengelola modal tidak boleh bekerja sama dalam penjualan barang-
barang haram berdasarkan kesepakatan ulama, seperti jual beli 
bangkai, darah , daging babi, minuman keras dan jual beli riba‟ 
atau yang sejenisnya. 
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c) Keuntungan  
Keuntungan dalam sistem penanaman modal (bagi hasil) ini 
hendaknya diketahui secara jelas dan ditegaskan persentase tertentu 
bagi pemilik modal dan pengelola modal yang sifatnya merata 
seperti, setengah, sepertiga atau seperempatdan sejenisnya. Kalau 
ditetapkan sejumlah keuntungan bagi salah satu pihak, sementara 
sisanya untuk pihak yang lain, maka itu aalah usaha investasi yang 
tidak sah. Karena bisa jadi keuntungan dari usaha itu hanyalah 
bagian, sehinga kerja sama iu harus diberhentikan dalam 
keuntungannya. Lebih rusak lagi dari ini adalah apabila pemilik 
memberikan syarat persentase tertentu dari modalnya yang tidak 
terkait dengan usaha penanaman modal karena itu berarti 
mengkompromikan antara usaha melalui system penanaman modal 
ini dengan usaha berbasis riba. Ada sejumlah kode etik dalam 
sistem pembagian keuntungan dalam usaha kerja sama bagi hasil 
yaitu:   
1) Keuntungan berdasarkan kesepakatan dua pihak, namun 
kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal saja dengan 
syarat kerugian terjadi bukan karena kelalaian pengelola. 
2) Keuntungan dijadikan sebagai cadangan modal. Kalau ada 
keuntungan di satu sisi dan keruian atau kerusakan di sisi lain, 
maka kerugian atau kerusakan itu harus ditutupi terlebih dahulu 
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oleh keuntungan yang ada, kemudian yang tersisa dibagi-
bagikan berdua sesuai dengan kesepakatan. 
3) Pengelola tidak boleh mengambil keuntungan sebelum masa 
pembagian. Alasan tidak dibolehkannya pengelola modal 
mengambil bagiannya dari keuntungan kecuali setelah masa 
pembagian karena bisa saja terjadi kerugian setelah itu, 
sehingga keuntungan itu digunakan untuk menutupinya. 
Sehingga bukan hanya dengan pembagian saja, hak masing-
masing dari kedua belah pihak terjaga. 
d) Pelafazan akad 
Pelafazan akad dalam transaksi muamalah biasanya disebut 
dengan ijab Kabul atau sighat akad. Pelafazan akad ini dapat 
dilakukan denan lisan atau tertulis harus dilakukan atas 
kesepakatan bersama tentang untung ruginya dan hal-hal yang 
akan terjadi dikemudian hari dan harus dengan bahasa yang 
jelas dapat dimengerti kedua belah pihak. 
 
b. Syarat bagi Hasil (Mudharabah) 
Syarat-syarat mudharabah menurut Saayid Sabiq adalah berhubungan 
dengan rukun mudharabah itu sendiri. Syarat-syarat sah mudharabah 
adalah sebagai berikut
44
:  
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1)  Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. 
Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (tabar) 
emas hiasan atau emas dagangan lainnya, maka mudharabah 
tersebut batal. 
2) Bagi orang ang melakukan akad, disyaratkan mampu melakukan 
tasharruf, maka akan dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, 
orang gila dan orang-orang dibawah pengampunan. 
3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara 
modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari 
pedagang tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak, 
sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 
4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal 
harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga atau 
seperempat. 
5) Melafazkan ijab dari pemilik modal, misal aku serahkan uang ini 
kepadamu untuk dagang. Jika ada keuntungan akan dibagi dua dan 
Kabul dari pengeola. 
6) Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat 
pengelola harta untuk berdagang dinegara tertentu, 
memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu tertentu 
sementara pada waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat 
sering menyimpang dari tujuan akad mudharabah, yaitu 
kentungan, bila dalam mudharabah ada persyaratan-persyaratan, 
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maka mudharabah tersebut menjadi rusak (fasid) menurut 
pendapat Al-Syafe‟I dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah 
dan Ahmad Ibn Hanbal, Mudharabah tersebut sah. 
Adapun menurut syarat-syaratnya Malikiyah mengemukakan sebagai 
berikut: 
1) Penyerahan modal pada pengelola harus segera, kalau penyerahan 
ditunda, maka mudharabahnya fasid 
2) Modal harus diketahui jumlahnya sewaktu akad dilaksanakan, oleh 
karenanya tidak sah mudharabah dengan modalyang tidak jelas 
jumlahnya. 
3) Modal yang dipertanggungjawabkan kepada pengelola. 
4) Modalnya harus uang yang berlaku dalam suatu Negara, baik uang 
cetak maupun bukan. 
5) Pembagian kentungan harus ditegaskan salah satu pihak tidak 
boleh menentukan suatu yang jelas bagi keuntungannya. 
6) Bagian keuntungan yang jelas itu hendaknya terkenal. 
7) Hendaknya pengelola saja yang bekerja. 
8) Pemilik modal tidak boeh mempersempit pengelola dalam 
melakukan pekerjaannya. 
9) Tidak menunda waktu. 
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Adapun syarat sah akad mudharabah sangat terkait dengan rukun 
mudharabah sebagaimana yang telah disebutkan di atas: 
1) Berkenaan dengan syarat akad (aqidania) 
Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik 
modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan dan menjadi 
wakil. Khususnya bagi pengusaha (mudharib) harus orang-orang benar 
mampu (ahli) serta jujur, bahwa dalam arti bahwa ia bisa dipercaya 
untuk menjalankan modal sekaligus menjaga modal yang dipercayakan 
kepadanya.
45
   
2) Berkenaan dengan syarat modal (mauqud alaih) bahwa:46 
1) Modal harus berupa uang, seperti dinar, dolar, atau rupiah. 
2) Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran. 
3) Modal harus ada, bukan berupa hutang, artinya modal yang 
diberikan itu benar-benar milik sendiri. 
4) Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal ini dimaksudkan 
agar pengusaha dapat mengusahakannya, yakni menggunakan 
harta tersebut sebagai amanah. Berkenaan dengan sighat (ijab 
dan Qabul). 
3) Berkenaan dengan laba, bahwa:47 
a) Laba harus memiliki ukuran. 
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Mudharabah dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan 
(laba). Dengan demikian jika laba tidak jelas maka 
mudharabah dianggap batal. 
b) Laba harus berupa bagian yang umum (masyhur). 
Pembagian keuntungan harus sesuai dengan keadaan yang 
berlaku secara umum, seperti setengah keuntungan yang 
diberikan kepada pemilik modal sedangkan setengahnya lagi 
diberikan kepada pengusaha. 
Berdasarkan beberapa pendapat tentang rukun dan syarat dalam akad 
mudharabah yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 
rukun dan syarat dalam akad mudharabah yaitu: pelaku (pemilik modal 
dan pengusaha), objek mudharabah (modal dan kerja), persetujuan kedua 
belah pihak (ijab qabul), dan nisbah keuntungan. 
 
3. Prinsip Mudharabah 
Secara umum dapat dikemukakan bahwa mudharabah sebenarnya 
merupakan sub system dari musaqah. Namun, para ahli fiqih islam 
meletakkan mudharabah dalam posisi tersendiri dan memberikan dasar 
hukum yang khusus, baik dar segi teks Al-Qur‟an maupun dari sunnah. 
Prinsip mudharabah adalah prinsp bagi hasil, yaitu perjanjian antara pemilik 
modal (uang atau barang) dengan pengusaha.  
Pada perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu 
proyek tersebut atau usaha, dan pengusaha setuju untuk pengelola proyek 
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tersebut dengan pemagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak 
dibenarkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang 
diawasi mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung 
pemilik modal, kecuali kerugian itu terjadi karena penyelewengan atau 
penyalahgunaan pengusaha. Apabila terjadi kerugian yang merupakan 
konsekuensi bisnis semata (buka karena penyelewengan) maka kerugian 
tersebut akan ditanggung secara bersama-sama antara pemodal dan pengusaha 
sesuai dengan perjanjian. Dengan prinsip tersebut semakin jelas terlihat bahwa 
sistem ekonomi islam tampak jelas memilki sifat dan semangat kebersamaan 
serta keadilan.
48
 
Prinsip-prinsip mudharabah ini tidak terlepas dari prinsip-prinsip 
muamalah Islam. Oleh karenanya mudharabah ini harus tetap mengacu pada 
aturan syari‟at Islam dan aturan Fiqih Muamalah menjadi indikatornya. 
Artinya sesuai atau tidaknya mekanisme dalam mudharabah ini sangat 
ditetukan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip mamalah Islam. 
Adapun prinsp-prinsip mudharabah dalam muamalah Islam adalah 
sebagai berikut: 
a. Prinsip kebolehan melakukan akad mudharabah. 
 artinya bahwa akad mudharabah itu dibenarkan oleh Al-Qur‟an dan 
sunah Rasul. Dalam mudharabah harus tetap berpegang teguh pada 
ketentuan syari‟at Islam sebagaimana telah dijelaskan pada landasan 
hukum mudharabah (Al-Qur‟an dan Sunnah). Mudharabah dibolehkan 
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karena memiliki manfaat bagi orang banyak, terutama bagi kaum lemah 
dan pengusaha tidak dikenakan tanggungan terhadap modal yang rusak 
(pailit) selama ia tidak melampaui batas dalam arti kerugian itu disebabkan 
konsekuensi dari bisnis.
49
 
b. Prinsip sukarela tanpa paksaan. 
Akad mudharabah mencerminkan kerelaan untuk bekerja sama, maka 
tidak boleh oleh salah satu pihak yang melakukan akad ini dalam keadaan 
terpaksa. Selain itu, akad mudharabah bertujuan untuk membantu 
kehidupan kaum lemah, bukan semata-mata mencari keuntungan, bukan 
pula salah satu cara untuk mengeksplortir. Untuk itulah dalam bentuk kerja 
sama ini dituntut adanya kebebasan ari pengusaha untuk berusaha sesuai 
dengan keinginan pemilik modal.
50
 
c. Prinsip mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. 
Sebagai mahluk social, kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak 
dengan pihak lain guna meningkatkan taraf hidup khususnya dalam bidang 
ekonomi merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukan 
bahwa kehidupan manusia mempunyai modal, tetapi tidak bisa mengelola 
modal tersebut, dan berkeinginan membantu orang lain dengan jalan 
menalihkan modal yang dia miliki kepada pihak yang membutuhkan dan 
mampu mengelola modal tersebut. Berdasarkan kenyataan ini, maka 
diperlukan kerja sama antara yang memiliki modal dan orang yang tidak 
mempunyai atau kekurangan modal. 
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Pada bentuk kerja sama mudharabah, pemilik modal dan pengelola 
modal sangat diuntungkan, disatu sisi pemilik modal mendapatkan 
keuntungan dari investasi yang diberikannya. Sementara itu, disisi lain 
bagi orang yang memerlukan modal ia akan sangat terbantu dengan 
adanya kerja sama tersebut. Pengusaha berusaha dalam lapangan ekonomi 
serta terhindardari pengangguran, dan dapat meningkatkan taraf hidup 
mereka. Dengan demikian, terciptalah kemashlahatan dan terindar dari 
kemudharatan seperti kemiskinan dan pengangguran.
51
 
d. Prinsip keadilan. 
Sifat semangat, kebersamaan,dan keadilan tampak jelas dalam kerja 
sama mudharabah. Hal ini dapat dilihat melalui kebersamaan dalam 
menanggung kerugian yang dialami dalm usaha, kerugian akan ditanggung 
pemilik modal apabila kerugian itu merupakan akibat (konsekuensi) dari 
bisnis, bukan karena rekayasa. Pihak pengelola menanggung kerugian 
skill, dan waktu, sedangkan apabila mendapatkan keuntungan akan dibagi 
bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah 
pihak.
52
  
  Berdasarkan uraian mengenai prinsip-prinsip mudharabah di atas, maka 
dapat disimpulkan bahwa sistem kerja sama antara pemilik modal dan 
pengelola dalam bentuk akad mudharabah ini sangat terasa ketika dapat 
membantu perekonomian kaum lemah yang mempunyai keahlian tetapi tidak 
memiliki modal untuk melakukan sebuah usaha guna memenuhi kebutuhan 
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hidup, dan yang terpenting dapat mencegah kesenjangan social antara orang 
kaya dan miskin. 
4. Macam-Macam Mudharabah 
 Ulama Hanafiyah membagi bentuk akad mudharabah kepada dua bentuk
53
 
yaitu mudharabah shahihah (mudharabah yang sah) dan mudharabah fasidah 
(mudharabah yang rusak). Jika mudharabah itu jatuh pada yang fasid, 
menurut ulama Hanafiyah, Syafiiyah dan Hanbaliyah, pekerja hanya berhak 
menerima upah kerja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan daerah 
tersebut, sedangkan seluruh keuntungan menjadi hak pemilk modal. Ulama 
Malikiyah menyatakan bahwa dalam mudharabah fasidah, status pekerjaan 
tetap seperti dalam mudharabah shahihah dalam artian bahwa ia tetap 
mendapatkan bagian keuntungan.   
 Kemudian dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan 
pekerjaan, para ulama fiqih membagi akad mudharabah kepada dua bentuk
54
, 
yaitu mudharabah mutlaqah (penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat 
dan pembatalan) dan mudharabah muqayyadah, perkerja bisa mengelola 
modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan 
keuntungan dan di daerah mana yang diinginkan. Akan tetapi, dalam 
mudharabah muqayyadah pekerja harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-
batasan yang dikemukakan oleh pemilik modal. 
 Sejalan dengan pendapat para ulama fiqih, tokoh-tokoh dalam bidang fiqih 
muamalah pun membagi akad mudharabah kepada dua bentuk, yaitu 
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mudharabah mutlaqah (penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan 
pembatasan) dan mudharabah muqayyadah (penyerahan modal dengan syarat 
dan batasan tertentu)
55
. Lebih jelasnya berikut ini akan dijelaskan sekilas 
tentang macam-macam akad mudharabah yaitu sebagai berikut: Mudharabah 
Mutlak ( Al-muthlaq), dam mudharabah terikat (Al-muqayyadah).  
a. Mudharabah mutlak (al-mutlak) 
Menurut Muhammad Asy-Syarbini mudharabah mutlak adalah 
penyerahan modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan 
batasan, seperti berkata, “saya serahkan uang ini kepadamu untuk 
diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi antara kita, masing-masing 
setengah, seprtiga atau lain-lain.”56 
Mudharabah mutlak adalah penyertaan modal seseorang kepada 
pengusaha tanpa memberikan batasan, “saya serahkan uang ini kepadamu 
untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi antara kita, masing-
masing setengah atau sepertiga, dan lain-lain. Akad tersebut tidak ada 
ketentuan atau pembatasan mengenai tempat kegiatan usaha, jenis usaha 
barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan-ketentuan lain. Ulama 
Salafus Saleh dalam pembahasannya sering kali mencontohkan dengan 
ungkapan if‟al ma Syi‟ta (lakukan sesukamu) dari shahibul mal ke 
mudharib yang memberi kekuasaan yang sangat besar.
57
 
 
                                                             
55
 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, 
(Yogyakarta: Ekonosia, 2005) h.59  
56
 Muhammad Asy-Syarbini, Mugni Al-Muhtaj, Juz II, h. 310  
57
 Ahmad Wardi Muslich, Op.Cit. h. 372  
43 
 
Menurut Syafi‟I Antonio mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerja 
sama antara shahibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan 
tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Jenis 
usaha disini mepunyai syarat aman, halal dan menguntungkan.
58
 
Menurut Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam
59
, pada 
mudharabah mutlaqah, mudharib bebas mengelola modal yang diberikan 
oleh shahibul mal untuk tujua usaha apa saja yang menurut 
pertimbangannya akan mendatangkan keuntungan. Tidak ditentukan masa 
berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak 
ditentukan line of trade, line of industry, atau line of service yang akan 
dikerjakan dan tidak ditentukan darisiapa barang-barang tersebut akan 
dibeli.   
Kebebasan mudharib dalam hal mudharabah berbentuk mudharabah 
muthlaqah bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang 
ditanamkan oleh shahibul al-mal tidak boleh digunakan untuk membiayai 
proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam. Seperti memproduksi atau 
perdagangan minuman keras (sekalipun memperoleh izin resmi dari 
pemerintah), peternakan babi dan lain sebagainya. 
Mudharabah muthlaqah, mudharib juga memiliki mandat yang 
terbuka (open mandate) dan berwenang untuk melakukan apasaja yang 
diperlukan bagi keberhasilan tujuan mudharabah itu dalam ragka 
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pelaksanaan bisnis yang bersangkutan. Namun, apabila ternyata mudharib 
melakukan kelalaian atau kecurangan, maka mudharib harus bertanggung 
jawab atau konsekuensi yang ditimbulkannya. Apabila terjadi kecurangan 
atas usaha tersebut, maka kerugian itu tidak dapat menjadi beban 
perjanjian mudharabah yang bersangkutan.
60
 
b. Mudharabah Muqayyadah (terikat) 
Menurut Muhammad Asy-Syarbini, mudharabah al-muqayyadah 
(terikat) adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan 
memberikan batasan. Seperti syarat bahwa pengusaha harus berdagang 
didaerah Bandung atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari 
orang tertentu, dan lain-lain. Dengan adanya pembatasan ini seringkali 
mencerminkan kecenderungan umum shahibul mal dalam memasuki jenis 
dunia usaha.
61
 
Menurut Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam
62
, pada 
mudharabah muqayyadah, mudharib tidak bebas menggunakan modal 
tersebut menurut kehendaknya, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang 
ditentukan oleh shahibul maal. Syarat-syarat itu misalnya harus berdagang 
barang-barang tertentu saja, dilaksanakan di daerah tertentu, dan harus 
membeli barang di daerah tertentu. 
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Apabila mudharib bertindak bertentangan dengan pengawas 
pebatasan-pembatasan (syarat-syarat) tersebut, maka mudharib harus 
bertanggung jawab sendiri atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulan. 
Pada mudharabah ini harus dibatasi waktunya, maka mudharabah 
berakhir pada jangka waktu tiba. 
Sehingga dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan mudharabah 
muqayyadah ini merupakan simpanan khusus (restriced), pemilik dana 
(shahibul maal) dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus 
dipatuhi oleh pihak lain sebagai pengelola (mudharib), baik mengenai 
tempat, tujuan, maupunjenis usahanya. 
Mengenai pembatasan waktu ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad 
membolehkan memberi batasan dengan waktu dan orang, tetapi ulama 
Syafi‟iyah dan Malikiyah melarangnya. Ulama Hanafiyah dan Ahmad pun 
membeolehkan akad apabila diaitkan denan masa yang akan datang, 
seperti, „usahakan modal ini mulai bulan depan‟ sedangkan ulama 
Syafi‟iyah dan Malikiyah melarangnya.63 
 
5. Hikmah Mudharabah 
Islam mensyari‟atkan dan membolehkan bagi hasi demi memberikan 
kemudahan kepada manusia. Terkadang sebagian dari mereka memiliki harta, 
tetapi tidak mampu mengembangkannya dan sebagian yang lain tidak 
memiliki harta tetapi memiliki kemampuan untuk mengembangkannya. 
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Karenaya syari‟at membolehkan muamalah ini agar masing-masing dari 
keduanya mendapatkan manfaat. Pemilik modal memanfaatkan keahlian 
mudharib (pengelola) dan mudharib memanfaatkan harta , dengan demikian 
terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah SWT tidak mensyariatkan satu 
akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.
64
 
Jadi hikmah disyari‟atkan mudharabah adalah agar manusia dapat 
melakukan kerja sama dengan masalah perdagangan, karena hal ini termasuk 
juga saling tolong-menolong. Sebagaimana Al-qur‟an Allah SWT dalam surat 
Al-maidah ayat 2 yang berbunyi: 
…                     …  65   
Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 
  
Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa ajaran agama Islam 
selalu menganjurkan untuk bebuat kebajikan di muka bumi, yang tujuannya 
tidak lan untuk kemaslahatan untuk umat manusia di dunia dan akhirat. 
 Mudharabah mengandung hikmah yang besar dalam masyarakat, karena 
memupuk terhadap individu agar selalu memiliki sifat tolong-menolong an 
jiwa gotong royong sesama anggota masyarakat. Selain itu, hikmah 
disyari‟atkannya mudharabah yang dikehendaki syar‟i yang maha bijaksana 
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adalah untuk menghilangkan kefakiran dan untuk menjalin kasih sayang 
antara sesama manusia. 
 
 Selain itu, mudharabah merupakan salah satu perbuatan yang mendapat 
berkah, sebagamana Rasulullah SAW bersabda: 
 َّدََ ْْ َع ِمِسَقْرا ُْ ْْ ُارْصَِ لَنَيث َّد ََ  ُراَّزَيَْرا ْتَِْلث ُْ ْْ ا ْرَشَْ لَنَيث َّد ََ  ٍْ ََلْلْا يِلَع ُْ ْْ ا ْْ َس ََ  لَنَيث
 ِللها َُْوُسَر َ َلق ِوِْيَْ  ْْ َع ُوْنَع ُللها َيِضَر ُبْيَعُص ُْ ْْ  ْحِرلَص ْْ َع َدَُ اَد ُْ ْْ  ِْ َْحَّْرراِدََْع
 برُيَْرا ُطَل ََ ََ  ُةَضَرلَق َُ ْراََ   ٍ َجَ َلَِا ُِ ْيَيَْرا ُةَكَارَيَْرا َّْ ِهِْيف ُثَلََث مَّلَسََ ِوْيَلَع ُللها يَّلَص
 ْيَيَِْلر ِْيِْع َّشْرِلْ ِ ْيََي ِْلر َْ ِت66 
Artinya: Hasan Bin Ali Al-Khalal menceritakan kepada kami, Basar bin 
Tsabit Al Bazaar menceritakan kepada kami, Nasr bin Al-Qasim menceritakan 
kepada kami, dari Abdi Ar-Rahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a 
bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat 
keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan 
mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan 
untuk dijual” (H.R Ibnu Majah). 
 
 Hadits di aias menjelaskan bahwa orang yang mendapatkan berkah dalam 
bermuamalah adalah sebagai berikut: 
a. Menjual sepatu barang dengan mudah (tidak mempersulit pembeli). 
b. Tidak mencampurkan barang yang bagus dengan barang yang jelek, 
dalam arti lain (berbuat jujur). 
c. Memberikan modal kepada pihak lain, manakala dibutuhkan. 
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Hikmah lain diperbolehkannya kerja sama dengan menggunakan sistem 
bagi hasil atau mudharabah ini adalah terciptanya rasa persaudaraan (khuwah) 
dan rasa olong-menolong (ta‟awun) yang erat diantara kaum muslimin yang 
memiliki suatu keahlian dalam bidang tertentu, sehingga kecemburuan social 
antara umat Islam dalam suatu masyarakat dapat dihindarkan. 
6. Berakhirnya Mudharabah 
Menurut Zuhayli
67
, pada prinsipnya kontrak kerja sama dalam pemodalan 
(mudharabah) akan berhenti jika salah satu pihak menghentikan kontrak, atau 
meninggal atau modal yang ditanamkan mengalami kerugian di tangan 
pengelola modal (mudharib). Akad kerja sama dalam permodalan 
(mudharabah) juga akan batal ketika pemilik modal (shahibul maal) murtad, 
begitu juga dengan pengelola modal (mudharib). Selain itu, Zuhayli 
mengatakan, mudharabah akan dikatakan fasid jika terdapat salah satu syarat 
yang tidak terpenuhi, dianara bentuk mudharabah fasid, misalnya seseorang 
yang memiliki alat perburuan sebagai pemilik modal (shahibul maal) 
menawarkan kepada orang lain sebagai pengelola modal untuk berburu 
bersama-sama kemudian keuntungan dibagi bersam-sama sesuai kesepakatan. 
Akad mudharabah ini fasid, mudharib tidak berhak mendapat keuntunga dari 
perburuan, keuntungan in semua milik shahibul maal, mudharib hanya berhak 
mendapatkankan upah atas pekerjaan yang dilakukan. 
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 Dengan alasan keuntungan yang didapatkan bersumber dari aset yang 
dimiliki shahibul mal, ia harus menanggung beban kerugian yang ada. Dalam 
akad ini mudharib diposisikan sebagai ajir (orang yang disewa tenaganya) dan 
ia berhak mendapatkan upah, baik ketika mendapatkan keuntungan maupun 
menderita kerugian. 
Hendi Suhendi menjelaskan bahwa
68
, perjanjian bagi hasil menjadi batal 
apabila ada perkara-perkara sebagai berikut: 
a. Syarat yang ditentukan sudah tidak terpenuhi. Jika salah satu syarat 
mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh 
pengelola dan sudah diperdagangkan maka pengelola mendapatkan 
sebagian keuntungan sebagai upah, karena tindakannya atas izin 
pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika 
terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. 
Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik 
modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak 
menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun kecuali 
atas kelalaiannya. 
b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola 
modal atau pengelola modal tersebut melakukan sesuatu yang 
bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan ini pengelola modal 
bertanggung jawab jika terjadi kerugian. 
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c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, atau salah 
satu pemilik modal meningal dunia, mudharabah menjadi batal. 
Selain itu dalam buku Rachmat Syafe‟I69, mudharabah dianggap berakhir 
pada hal berikut: 
a. Pembatalan, larangan berusaha, dan pemecatan. 
Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan mudharabah, 
laangan mengusahaka, da pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat 
pembatalan dan larangan yakni orang yang melakukan akad 
mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta odal telah 
diserahkan ketika pembatala dan pemecatan tersebut. Akan tetap jika 
pengusaha tidak mengetahui bahwa mudharabah telah dibatalkan, 
pengusaha (mudharib) diperolehkan untuk tetap mengusahakannya. 
b. Salah seorang akid meningal dunia. 
Jumhur ulama‟ berpendaat bahwa mudharabah batal, jika salah 
seorang akid meninggal dunia, baik pemilik maupu pengusaha. Hal ini 
karena mudharabah berhubungan dengan perwakilan yang aka natal 
dengan meningalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan 
tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang 
yang melakukan akad atau tidak. 
c. Salah seorang akid gila. 
Jumur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan mudharabah, 
sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam mudharabah. 
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d. Pemilik modal murtad 
Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam)atau terbunuh dalam 
keadaan murtad, atau bergabung degan musuh serta telah diputuskan 
oleh hakim atas pembelotannya, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu 
membatalkan mudharabah sebab bergabung dengan musuh sama saja 
dengan mati, hal itu menghilankan keahlian dalam kepemilkan harta, 
dengan dalih bahwa harta orang murtad dibagikan di antara para ahli 
warisnya. 
e. Modal rusak di tangan pengusaha 
Jika harta itu rusak sebelum dibelanjakan, mudharabah menjadi batal, 
hal ini karena modal harus dipegan oleh pengusaha. 
  Demikian juga mudharabah diangap rusak jika modal diberikan kepada 
orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tesisa untuk diusahakan. 
 
B. Sistem Bagi Hasil Usaha Cucian Mobil 
1. Dasar Hukum 
Bagi hasil Cucian Mobil dalam Islam diqiyaskan‟n kepada al-musyaqah 
(menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada 
yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang 
tidak dapat mengusahaka hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin 
yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya bagi 
hasil ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, 
untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. 
52 
 
Dengan adanya kerja sama antara kedua belah pihak tersebut maka kebutuhan 
masing-masing bisa dipadukan sehingga menghasilkan keuntungan. Maka 
dapat dipahami bagi hasil cucian mobil diperbolehkan.  
Imam Al-Marwadi berdalil tentang keabsahan Mudharabah dengan firman 
Allah surah al-baqarah ayat 198: 
                 ….  
Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil 
perniagaan) dari Tuhanmu.(Q.S Al-Baqarah 2:198) 
Dasar hukum kebolehan Mudharabah adalah ijma‟ dan qiyas terhadap 
musaqah (bagi hasil) dengan bahwa setiap pekerjaan yang menghasilkan 
sesuatu ada bayaranya walaupun tidak diketahui berapa besarnya dan karena 
musaqah dan mudharabah keduanya diperbolehkan. 
 
2. Hak-hak dan Kewajiban Pemilik Modal dan Pengelola 
a. Hak-hak dan kewajiban pemilik modal 
Pada kerja sama bagi hasil cucian mobil pemilik Cucian mobil selaku 
pemberi modal mempunyai kewajiban terhadap karyawannya yaitu:  
1) Menyediakan seluruh perlengkapan dan dipergunakan dalam 
menjalankan usaha cucian mobil. 
2) Wajib membayar dan memberikan upah kerja dan bagi hasil 
kepada karyawan menurut kesepakatan yang telah disepakati 
bersama. 
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3) Wajib mengawasi dan mengontrol dan memberikan bimbingan 
atau petunjuk-petunjuk kepada karyawan sehubungan dengan 
pelaksanaan usaha cucian mobil.   
4) Wajib memberikan jaminan kerja dan jaminan kerjasama. 
Di samping kewajiban-kewajiban tersebut di atas, maka pemilik usaha 
juga memperoleh hak-hak sebagai berikut: 
1) Menerima laba dan pembagian keuntungan yang tela disepakati 
bersama.  
2) Mencabut kembali uang yang telah diterima oleh karyawan apabila 
karyawan melanggar ketentuan yang telah disepakati bersama 
sebelum masa akhir kerja, baik disengaja maupun tidak disengaja. 
3) Setiap waktu yang diperlukan pemilik usaha berhak meminta 
keterangan tentang pembukuan yang telah dibuat dan dirincikan 
oleh karyawan.
70
 
b. Hak-hak dan Kewajiban Pekerja 
Pekerja memiliki beberapa kewajiban dalam akad kerja sama bagi hasil 
cucian mobil, yaitu: 
1) Wajib menjaga dan merawat semua barang-barang cucian mobil. 
2) Wajib megembalikan pinjaman dalam jumlah dana yang dipinjam 
pada pemilik modal apabila melakukan pinjaman. 
3) Wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan peraturan yang telah 
ditetapkan oleh pemilik cucian mobil. 
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4) Wajib melaporkan sesuatu yang terjadi pada usaha yang dijalankan 
dalam waktu yang secepat-cepatnya, apabila terjadi hal-hal diluar 
dugaan dari perjanjian kerja. 
Kewajiban-kewajiban tersebut timbul karena adanya penjanjian 
sedangkan hak pekerja yaitu: 
1) Berhak menerima bagi hasil upah atau upah sebesar jumlah yang 
tercantum dalam perjanjian kerja. 
2) Berhak menerima bimbingan dan petunjuk dari pemilik usaha 
sehubungan dengan kegiatan peningkatan usahanya. 
3) Berhak menerima jaminan kerja dan kesehatan. 
4) Berhak menerima kwitansi yang merupakan bukti atas sistem bagi 
hasil yang dilaksanakan oleh pemilik cucian mobil.
71
 
Semua peraturan dalam perjanjian kerja yang berlaku di cucian mobil 
harus sesuai dengan hak dan kewajiban antara pemilik usaha dengan 
pengelola sebagaimana yang telah diuraikan diatas dalam sebuah usaha 
yang telah disepakati bersama yaitu 50:50. Semua dana yang masuk dari 
usaha cucian mobil dihitung pada akhir bulan dan hasilnya dibagi dua 
belah pihak sedang semua peralatan cucian mobil dan biaya operasional 
ditanggung oleh pemilk cucian mobil. 
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3. Tanggung Jawab Terhadap Resiko Kerugian Bagi Hasil Cucian Mobil 
Secara garis besar antara pemilik cucian mobil dengan pengelola 
cucian mobil Kusuma Utama adalah 50:50, semua dana yang masuk dari 
usaha cucian mobil terhitung dari akhir bulan dan hasilnya dibagi 50% 
bagi pengelola sedangkan semua peralatan dan biaya oprasional 
ditanggung dari modal utama atau modal awal dan apabila ada 
perlengkapan lainnya yang dibutuhkan maka diambil dengan modal lain-
lain. 
Secara rinci pengertian kata bagi hasil menuju kepada perolehan 
atau pendapat.
72
 Share profit dapat mengandung pengertian bagi perolehan 
revenue sharing bagi untung rugi (profit and loss sharing) dan bagi hasil 
untung ( profit sharing), tetapi dalam tekhnik perhitungan dikenal dengan 
dua istilah bagi hasil yang terdiri dari bagi hasil (profit sharing) dan bagi 
pendapatan (revenue sharing). Bagi untung profit sharing adalah 
pembagian keutungan usaha yang dihitung dari pendapatan setelah 
dikurangi biaya pegelolaan dana dan pola ini jaga digunakan untuk 
keperluan distribusi hasil usaha cucian mobil kusuma utama. 
Adapun dana yang masuk dalam usaha cucian mobi kusuma utama 
berasal dari jasa dan tarif usaha cucian mobil di antaranya yaitu, : 
a. Tarif cucian mobil Rp. 30.000, perkendaraan 
b. Tarif cucian motor Rp. 10.000,  perkendaraan 
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Sedangkan kendaraan yang dikeluarkan untuk oprasional usaha cucian 
mobil kusuma utama dalam sebulan yaitu dirinci sebagai berikut: 
a. Biaya listrik Rp. 550.000,00 per bulan 
b. Biaya gaji karyawan Rp. 2.500.000,00 perbulan. 
Dan biaya-biaya yang dikeluarkan pemilik cucian mobil Kusuma 
Utama dalam melengkapi perlengkapan yang kurang adalah biaya dari 
hasil per-bulan di ambil dan disisihkan untuk membeli perlengkapan yang 
dibutuhkan. Berdasarkan penjelasan sistem bagi hasil (share Profit) 
diartikan sebagai pemberian perolehan suatu usaha kepada mitra usaha 
atas keikutsertaan modal atau kerja pengelolaan dalam jumlah yang 
ditentukan bersama sebelumnya secara rinci pengertian kata hasil 
menunjuk pada perolehan atau pendapatan.  
Share profit dapat mengandung pengertian bagi perolehan bagi untung 
rugi dalam teknik perhitungan dikenal perhitungan, dengan demikian juga 
pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga 
keuangan Islam karena itu sistem bagi hasil merupakan sistem yang 
diterapkan dalam ekonomi pada pembagian hasil usaha yang besarnya 
sesuai dengan kesepakatan pemilik dan pengelola cucian mobil. 
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4. Pembagian Hasil Usaha 
 Anggaran biaya bulan pertama            
Biaya gaji karyawan    Rp. 2.500.000,00 
Biaya listrik, air dan telepon   Rp. 550.000,00 
Biaya penyusutan peralatan usaha  Rp. 900.000,00 
Biaya asuransi     Rp. 500.000,00 
Biaya adm, umum dan pemasaran  Rp. 350.000,00 
Biaya tak terduga lainnya   Rp. 200.000,00 
Total biaya      Rp. 5.000.000,00 
Laba sebelum pajak  Rp.9.000.000,00 - Rp.5.000.000,00 = Rp. 
4.000.000,00 
Pajak penghasilan 5% Rp.   200.000 
Laba bersih Rp. 3.800.000,00.
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Sebagai rincian perhitungan yang telah diuraikan di atas, hasil tersebut 
merupakan salah satu contoh pembukuan selama pembukaan usaha cucian 
mobil kusuma utama di laksanakan, dihitung dengan sesederhana mungkin 
dalam perhitungan perbulan yang dilaksanakan oleh usaha cucian mobil 
kusuma utama, namun dalam perhitungan bagi hasil tetap dalam 
musyawarah empat mata dengan pemilik dan pemodal tanpa 
mendatangkan pekerja.  
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Muḍarabah tidak merujuk langsung pada Al-Quran dan Sunnah, tetapi 
berdasarkan kebiasaan (tradisi) yang dipraktekan oleh kaum muslimin, dan 
bentuk kerjasama perdagangan model ini terus dilakukan sepanjang masa 
awal Islam sebagai instrument utama yang mendukung para kafilah untuk 
menyediakan tenaga dan keahlian dengan keuntungan bahwa keuntungan 
dibagi oleh mereka sesuai yang mereka tetapkan bersama. 
  
 
 
BAB III 
PROFIL CUCIAN MOBIL 
 
A. Gambaran Umum Cucian Mobil Kusuma Utama 
1. Sejarah Cucian Mobil Kusuma Utama 
Perusahaan pencucian mobil dan motor kusuma utama adalah salah satu cucian 
yang ada di desa Bandung Baru. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2007. Awalnya 
mempunyai lahan yang cukup untuk menampung sekitar 2 mobil dan 2 motor, 
sekarang lahan diperluas dan dapat menampung 4 mobil dan 4 motor. Usaha ini 
dirintis oleh bapak Endang Muhammad dengan modal awal 100.000.000 dan 
berpenghasilan sekitar Rp. 9.000.000/bulan.
1
 
Tenaga kerja cucian mobil kusuma utama berjumlah 4 orang dengan system 
bagi hasil berdasarkan persen, untuk cucian sebuah mobil dengan harga Rp. 
30.000,- sedangkan cucian motor Rp. 10.000,-.  
Kusuma utama adalah usaha yang bergerak dalam bidang jasa pencucian 
kendaraan mobil atau motor, usaha ini milik Pak Endang, seorang pensiunan 
pekerja jasa tirta. Usaha ini sudah berdiri sejak 2007. Tempat usaha ini memiliki 
luas 50 m
2 
(10 m x 5 m). letak lokasi ini berada di jalan Desa Bandung Baru, 
dengan batas 
Sebelah kanan: Tanah Kosong. 
Sebelah kiri: Rumah Pak Margi. 
                                                         
1
 Ending Muhammad, Pemilik Cucian Mobil Kusuma Utama, Wawancara, Tanggal 23 Mei 2018 
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Alokasi waktu kerja di tempat usaha ini mulai pukul 07.00-17.00 dan hari kerja 
adalah tiap hari, usaha ini memperkerjakan empat pekerja, tanah atau tempat usaha 
yang digunakan oleh kusuma utama milik lahan pribadi,  
Jasa yang ditawarkan oleh cucian mobil kusuma dalah jasa pencucian mobil 
dan motor, menurut Nara yang kami wawancari, untuk mendirikan usaha cucian 
mobil kusuma utama ini digunakan modal sebesar 100.000.000,00 dana ini 
digunakan untuk mengebor sumur, membeli pompa air, mesin diesel, dan 
peralatan cuci seperti sampo mobil dan motor, sikat dan kanebo dan pengkilat 
mobil. Modal ini termasuk juga untuk membangun tempat usaha dan pembuatan 
palang dan lain sebagainya. 
Ada dua keterampilan yang harus di pahami oleh pengelola cucian mobil 
kusuma utama adalah: 
a. Standar kebersihan mobil dan motor dan cara membersihkan 
b. Mesin kendaraan mobil dan motor ( jangan sampai karena ketidaktahuan, 
mesin malah rusak karena terkena air).
2
 
Dalam sistem pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang 
dirancang untuk merencanakan, menetukan harga promosi, dan mendistribusikan 
barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta 
tujuan perusahaan. 
 
                                                         
2
 Ibid., 
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Dalam bidang pemasaran, target yang diharapkan oleh usaha ini adalah pemilk 
kendaraan mobil dan motor dengan hanya mengandalkan sepanduk atau papan 
nama yang di pasang di tempat usaha yang digunakan sudah tidak lagi sesuai 
dengan jaman sekarang karena sudah cangihnya teknologi. 
 
2. Letak Geografi Cucian Mobil Kusuam Utama 
Desa Bandung Baru memiliki luas wilayah 596.600 Ha dengan lahan 
produktif 380.6 Ha meliputi: 
Tabel I 
 Tata Guna Tanah 
NO TATA GUNA TANAH LUAS KET. 
1 Pemukiman 216.006 Ha  
2 Sawah irigasi tehnis - Ha  
3 Sawah irigasi setengah tehnis 108.297 Ha  
4 Sawah tadah hujan 67.927 Ha  
5 Perkebunan 115.855 Ha  
6 Tegalan 90.570 Ha  
7 Pasar                    1 Ha  
8 Kuburan 3.5Ha  
9 Jalan, sungai dll. 590 Ha  
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Tabel II 
Jumlah RW dan RT 
NO NAMA DUSUN 
JUMLAH 
RW 
JUMLAH 
RT 
KET. 
1 Bandung Baru Barat 1 2  
2 Bandung Baru Timur 1 2  
 J U M L A H 2  4  
 
Letak Desa Bandung Baru berada disebelah barat Ibu Kota Kecamatan 
Adiluwih jarak dari Desa Bandung Baru ke Ibu Kota Kecamatan sekitar 8 km 
dan ke Ibu Kota Kabupaten sekitar 14 km. 
a. Kondisi Perekonomian 
Jumlah penduduk Desa Bandung Baru sebanyak 1668 jiwa dengan penduduk   
usia  produktif 1618 jiwa,  sedangkan   penduduk  yang di kategorikan miskin 50 
Kepala Keluarga. Mata pencaharian sebagian besar penduduk adalah 
b e r k e b u n  /  petani sedangkan hasil produksi ekonomis desa yang menonjol 
adalah Hasil pertanian sawah dan kopi. 
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Tabel III 
 Jumlah Penduduk Tiap Dusun. 
 
No 
 
NamaDusun 
 
Jumlah 
RT 
 
Jumlah 
KK 
Jumlah Jiwa 
Laki-laki Perempuan Total 
1 Bandung Baru I 2 208 470 380 850 
2 Bandung Baru II 2 252 339 479 818 
Jumlah 4 460 809 859 1668 
 
Tabel IV 
Mata Pencaharian Penduduk Desa Bandung Baru 
Sumber Data dokumentasi, 23 Mei 2018 
 
 
 
 
 
No MataPencaharian Jumlah 
1 PNS 39 Orang 
2 TNI dan POLRI 2    Orang 
3 Petani 1139 Orang 
4 Buruh 152 Orang 
5 Pedagang 85 Orang 
6 Pertukangan 50 Orang 
7 Karyawan swasta 33 orang 
8 Mengurus Rumah Tangga 42 Orang 
9 Belum bekerja 15Orang 
10 Tidak bekerja 32 Orang 
11 Lain–lain 59 Orang 
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3. Struktur Organisasi Cucian Mobil Kusuma Utama 
Adapun strukur organisasi cucian mobil kusuma utama adalah 
  
 
 
 
 
 
 
Sumber Data dokumentasi, 23 Mei 2018 
 
Adapun pejelasanya adalah; 
a. Pemilik cucian mobil kusuma utama adalah untuk mengawasi dan mengontrol 
kegiatan usaha cucian mobil 
b. Pengelola cucian mobil kusuma utama adalah untuk mengontrol karyawan 
saat bekerja 
c. Admin adalah bertugas untuk membukukan kegiatan usaha selama sebulan 
dan seterusnya 
d. Karyawan adalah bertugas bekerja mencuci mobil dan motor konsumen.3 
 
                                                         
3
 Ibid., 
PEMILIK CUCIAN MOBIL 
PENGELOLA CUCIAN MOBIL 
KARIAWAN ADMIN 
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B. Praktek Kerjasama Bagi Hasil Pihak Cucian Mobil Kusuma Utama Dengan 
Pengelola Di Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten 
Pringsewu 
 
Sistem bagi hasi merupakan cara pemilik cucian mobil  membagi hasil dengan 
pengelola dengan cara 50:50 bagi hasil persetiap bulan adapun tahapan-tahapan 
dalam proses transaksi kerjasama bagi hasil pemilik dan pengelola usaha cucian 
mobil kusuma utama adalah 
1. Antara pemilik modal dan pengelola 
Dalam transaksi bagi hasil ini, pengelola dengan sendirinya datang kepada 
pemodal untuk meminta izin guna menjadi mantra kerjasama dalam bidang 
usaha cucian mobil, sebab di Desa Bandung Baru jumlah cucian mobil belum 
ada sedang pemilik kendaraan banyak, sehigga peluang untuk membuka 
cucian mobil sangatlah besar untungnya. Kerjasama antara pemilik modal dan 
pengelola biasanya terjalin dengan sendirinya karena adanya saling 
membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Bagi pemodal yang tidak 
banyak waktu untuk mencuci mobil pelanggan dapat terbantu dengan adanya 
pengelola sebagai mitra, begitu juga pengelola dengan adanya pemodal maka 
ia dapat bekerja. 
2. Dalam suatu kerjasama tentunya tidak terlepas dari akad atau perjanjian antara 
kedua belah pihak, yang didalamnya membicarakan tentang waktu kerjasama 
sampai besarnya bagian kedua belah pihak, akan tatapi pelaksanaan kerjasama 
bagi hasil dalam usaha cucian mobil kusuma utama ini relative sebab 
tergantung dari keinginan si pengelola itu sendiri, atau begitu juga sebaliknya 
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bila si pengelola tidak mau mengikuti suatu ketentuan-ketentuan yang berlaku 
maka pemodal dapat menghentikan pengelola sebagai mitra, begitu juga 
mengenai pembagian hasil, pemodal menetapkan hasil sebagai keuntungan. 
Berikut hasil wawancara, seperti yang disampaikan oleh bapak Endang 
Muhamad yang penulis temui saat wawacara, beliau adalah pemilik modal 
sekaligus pemilik cucian mobil kusuma utama, penjelasan beliau mengenai 
sistem bagi hasil di usahanya adalah semua pendapatan selama satu bulan di 
ambil biaya oprasional langsung dibagi dengan pihak pengelola dengan 
bagian 50:50. Dan jika ada kerugian di komulatifkan di bulan berikutnya.
4
 
Mengenai perjanjian atau akad dalam bidang bagi hasilnya  kedua 
belah pihak saling percaya saja. Sistem pemodalan dalam usaha cucian mobil 
kusuma utama seluruh modal berasal dari pemodal atau pemilik dan uang 
yang dijadikan sebagai modal diperoleh dari uang pribadi bisa juga dari 
pinjaman Bank. Dan termasuk dalam biaya oprasional yaitu alat-alat 
perlengkapan cucian mobil, minyak solar atau bensin, atau arus listrik untuk 
semua perlengkapan cucian mobil kusuma utama dapat beroprasi. 
Banyak ayat al-Quran dan hadis Nabi saw. yang memerintahkan 
manusia agar bekerja. Manusia dapat bekerja apa saja menurut kemampuan 
yang dimilikinya yang penting tidak melanggar garis-garis yang telah 
ditentukanNya. Manusia bisa melakukan aktifitas produksi, seperti pertanian, 
perkebunan, peternakan, pengolahan makan dan minuman. Manusia juga 
                                                         
4
 Ibid., 
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dapat melakukan aktifitas distribusi, seperti perdagangan atau dalam bidang 
jasa, seperti transportasi, kesehatan, dan sebagainya. 
Akad muḍarabah dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk 
saling membantu antara pemilik modal dengan pakar atau ahli dalam memutar 
modal dan sama-sama mencari keuntungan. Banyak diantara pemilik modal 
yang tidak mampu dalam mengelola dan memproduktifkan uangnya, 
sementara banyak pula yang memiliki kemampuan dibidang perdagangan 
namun tidak memiliki modal untuk berdagang. Atas dasar saling menolong 
dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling 
bekerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam 
mengelola dan memproduktifkan modal tersebut. 
Menurut pemodal agar pemberian fasilitas yang pengelola punya atau 
yang di butuhkan si  pengelola, begitu juga dengan modal yang disediakan 
dari pemodal  yakni termasuk juga untuk biaya hidup untuk pengelola dan 
pekerja, namun tetap saja terhitung dalam biaya oprasional.
5
 
Pemodal tetap melakukan pengawasan kepada pengelola dalam 
pelaksanaan usaha cucian mobil kusuma utama, berikut rincian contoh 
penghitungan dalam menentukan bagi hasil usaha cucian mobil dalam satu 
bulan finish yang tersusun dapat dari arsip pemodal saat wawancara 
menggunakan rumus ( Pendapatan-Biaya oprasional = SHU/ Sisa Hasil 
                                                         
5
 Ibid., 
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Usaha). Setalah menyusun arsip Pendapatan tersebut, kemudian saya 
menanyakan rincian biaya  
Data Gambaran Keuangan Awal 
              Modal awal                                       Rp. 100.000.000,00 
              Peralatan cuci dan pemasangan        Rp. 60.000.000,00 
              Perlengkapan cuci                  Rp.   5.000.000,00 
              Asuransi untuk 1 tahun                     Rp.   6.000.000,00 
              Biaya perijinan                                  Rp.   1.625.000,00 
              Meja dan kursi tunggu                      Rp.   6.000.000,00 
              Seragam operator cuci                      Rp.   1.500.000,00 
              Etalase sedang 2 unit                        Rp.   1.500.000,00 
              
Total anggaran                                               Rp. 81.625.000,00 
Kas ditangan                                                  Rp.   18.375.000,00 
 
Upah bulanan kepada  karyawan yakni: 
1. Bagian Administrasi, Umum dan Pemasaran :  
Menyimpan dan mengurus data administrasi perusahaan serta legalitasnya. 
Gaji Rp. 500.000 
2. Operator Cuci 4 orang bertugas melaksanakan pencucian motor dan mobil. 
Gaji @ Rp. 500.000 = Rp. 2.000.000 perbulan. 
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Anggaran pendapatan bulan pertama 
              Pendapatan cuci motor 30 hari (15x Rp. 10.000,00)  Rp.    4.500.000,00 
              Pendapatan cuci mobil 30 hari (5 x Rp. 30.000,00)   Rp.    4.500.000,00 
Total pendapatan perbulan                                                        Rp. 9.000.000,00 
 
Anggaran biaya bulan pertama            
              Biaya gaji karyawan                                     Rp.    2.500.000,00 
              Biaya listrik, air dan telepon                        Rp.        550.000,00 
              Biaya penyusutan peralatan usaha                Rp.        900.000,00 
 Biaya asuransi                                               Rp.        500.000,00 
 Biaya adm, umum dan pemasaran                 Rp.        350.000,00 
              Biaya tak terduga lainnya                              Rp.        200.000,00 
Total biaya                                                                   Rp.     5.000.000,00 
 
 
Laba sebelum pajak  Rp.9.000.000,00- Rp.   5.000.000,00= Rp. 4.000.000,00 
Pajak penghasilan 5% Rp.   200.000 
Laba bersih Rp. 3.800.000,00.
6
 
Sebagai rincian perhitungan yang telah diuraikan di atas, arsip tersebut 
merupakan salah satu contoh pembukuan selama pembukaan usaha cucian 
                                                         
6
 Sumber :Observasi data  Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluih 
Kabupaten Pringsewu.  
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mobil kusuma utama di laksanakan, dihitung dengan sesederhana mungkin 
dalam perhitungan perbulan yang dilaksanakan oleh usaha cucian mobil 
kusuma utama, namun dalam perhitungan bagi hasil tetap dalam musyawarah 
empat mata dengan pemilik dan pemodal tanpa mendatangkan pekerja.  
Muḍarabah tidak merujuk langsung pada Al-Quran dan Sunnah, tetapi 
berdasarkan kebiasaan (tradisi) yang dipraktekan oleh kaum muslimin, dan 
bentuk kerjasama perdagangan model ini terus dilakukan sepanjang masa 
awal Islam sebagai instrument utama yang mendukung para kafilah untuk 
menyediakan tenaga dan keahlian dengan keuntungan bahwa keuntungan 
dibagi oleh mereka sesuai yang mereka tetapkan bersama. 
Akad yang diucapkan oleh pemodal dengan lisan ketika membuat 
suatu perjanjian kerjasama menggunakan bahasa yang sederhana sehingga 
dapat dipahami oleh kedua belah pihak sedangkan proses pelaksanaannya 
sepenuhnya diserahkan kepada pengelola tanpa campur tangan dari pemodal. 
Hanya saja pengelola mendapatkan pengawasan namun tidak mutlak, adapun 
kendala yang dialami bapak Endang dalam usaha cucian mobil kusuma utama 
adalah tentang cuaca atau musim yang ada di Indonesia, apa bila musim hujan 
sering pelangan mencuci mobil atau motor dikarenakan sering kali 
kendaranya kotor, dan apa bila musim kemarau agak sepi cucian mobil 
dikarenakan tidak banyaknya masyarakat yang mencuci kendaraannya.
7
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Semua peraturan dalam perjanjian kerjasama yang berlaku di Usaha 
cucian mobil kusuma utama  harus sesuai dengan hak dan kewajiban antara 
pemilik usaha dengan pengelola sebagaimana yang telah diuraikan diatas 
dalam sebuah usaha yang telah disepakati bersama, yaitu 50:50. Semua dana 
yang masuk dari usaha cucian mobil dihitung pada akhir bulan dan hasilnya 
dibagi 50% untuk pengelola sedangkan semua peralatan Cucian mobil dan 
biaya operasional ditanggung oleh pemilik dan pengelola besama-sama. 
Dari penjelasan di atas jelas sekali bahwa syirkah merupakan 
kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi 
keuntungan atau kerugiannya ditanggung bersama. Hukumnya sangat 
dianjurkan jika kedua belah saling amanah, haram jika keduanya saling 
berkhianat. Syirkah dinyatakan sah jika memenuhi syarat dan rukun. Rukun 
syirkah meliputi dua orang yang berserikat, sighat, objek akad syirkah baik itu 
berupa harta maupun kerjasama. Selain itu hal yang dapat di ambil dari 
konsep syirkah adalah adanya sifat tolong menolong , bahu membahu demi 
satu tujuan dan dapat menumbuhkan rasa saling percaya sesama sehingga 
menimbulkan keberkahan. 
Berdasarkan pemahaman di atas maka penulis mengambil kesimpulan 
dimana musyarakah dan muḍarabah merupakan perkongsian kerja yang 
bertujuan untuk memperoleh keuntungan bersama-sama sesuai kesepakatan 
kedua belah pihak. Ini bukan semata-mata mitra usaha dalam arti modern. 
Keduanya juga memiliki kelebihan karena Islam telah mengatur kode etik 
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ekonomi yang menggabungkan nilai material dan spiritual untuk sistem 
perekonomiannya. 
 
  
BAB IV 
ANALISIS DATA 
 
A. Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Pengelola Cucian 
Mobil Kusuma Utama Desa Bandng Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten 
Pringsewu 
 
Dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga sehari-hari, 
mereka melakukan akad kerjasama bagi hasil pengelolaan cucian mobil kusuma 
utama. Kerjasama bagi hasil pengelolaan cucian mobil kusuma utama merupakan 
salah satu usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup, kerjasama bagi hasil 
pengelolaan cucian mobil kusuma utama merupakan kerjasama yang 
menguntungkan kedua belah pihak baik pemilik cucian mobil maupun pengelola 
cucian mobil kusuma utama dan kerjasama bagi hasil ini layak untuk dijadikan 
usaha dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, dan mempunyai tingkat 
keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kegiatan usaha lainnya. 
Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa dalam 
memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, pemilik dan pengelola cucian mobil 
kusuma utama menerapkan kerjasama bagi hasil dalam bidang usaha cucian 
mobil. 
Kerjasama bagi hasil pengelolaan cucian mobil kusuma utama didasarkan 
pada unsur tolong-menolong dan kepercayaan, sehingga pola kerjasama pemilik 
cucian mobil kusuma utama dan pengelola cucian mobil kusuma utama mampu 
menguntungkan kedua belah pihak yang kerjasama. 
74 
 
Dengan latar belakang kepentingan yang saling membutuhkan dan 
menguntungkan yaitu pengelola cucian mobil kusuma utama membutuhkan 
tempat untuk bekerja dan dana untuk modal bekerja, sedangkan pemilik cucian 
mobil membutuhkan tenaga dan kemampuan dalam mengelola tempat usaha 
cucian mobil miliknya. Untuk memenuhi harapan tersebut, maka bekejasama 
merpakan alternative yang baik dalam kegiatan pengelolaan tempat usaha cucian 
mobil kusuma utama. 
Prinsip utama kerjasama adalah saling memerlukan dan membutuhan dan 
saling meguntungkan. Kontribusi masing-masing pihak dapat merupakan modal 
atau barang, tenaga dan kemampuan. Inti dari kerjasama ini adalah usaha cucian 
mobil kusuma utama, sehingga kebutuhan hidup antar keduanya dapat terpenuhi 
dengan baik. 
Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, jika dikaji lebih dalam, 
ternyata kerjasama bagi hasil antara pemilik cucian mobil kusuma utama dengan 
pengelola cucian mobil dapat dijadikan salah satu potensi yang memberikan 
keuntungan bagi kedua belah pihak khususnya pemenuhan kebutuhan hidup 
sehari-hari kali ini disebabkan karena hasil yang diperoleh dari usaha cucian mobil 
memiliki nilai pendapatan sistem bagi hasil ini merupakan peluang bisnis atau 
alternative yang dapat diusahakan untuk keluarganya dalam memenuhi kebutuhan 
hidup. 
Kerjasama bagi hasil pengelolaan usaha cucian mobil, seorang pengelola 
harus memiliki keahlian yang benar-benar di kuasai, yang tentunya mempunyai 
pengetahuan tentang usaha cucian mobil yang lebih untuk mendapatkan hasil yang 
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maksimal. tapi ini yang menjadi titik lemah pengelola kurangnya pengetahuan 
karena kurangnya pendidikan, kondisi seperti ini sangat memprihatinkan yang 
menyebabkan kurangnya pengetahuan. Padahal pendidikan adalah hal utama bagi 
kesuksesan sesorang, tapi tidak lepas dari usaha dan do’a. Oleh karena itu, sangat 
dibutuhkan pendidikan bagi setiap masyarakat yang melaksanakan kerjasama bagi 
hasil usaha cucian mobil ini. 
Ada beberapa kendala yang mengakibatkan pengelola harus banyak 
mengeluarkan uang untuk memperbaiki mesin pompa apabila mesin rusak 
perlengkapan pencucian apabila sudah habis, menurut penuturan pengelola cucian 
mobil kusuma utama, besarnya kebutuhan ekonomi keluarga yang harus mereka 
tanggung selaku kepala keluarga yaitu tanggungan hutang yang cukup besar 
kepada pihak Bank dan Asuransi untuk keperluan kredit kendaraan roda dua, biaya 
anak sekolah, dan terkadang sepinya konsumen atau orang yang mencucikan 
kendaraanya dan mengakibakan pendapatan tidak stabil.
1
 
 
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil 
Antara Pemilik dan Pengelola Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung 
Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu 
 
Banyak ayat al-Quran dan hadis Nabi saw. yang memerintahkan 
manusia agar bekerja. Manusia dapat bekerja apa saja menurut kemampuan 
yang dimilikinya yang penting tidak melanggar garis-garis yang telah 
ditentukanNya. Manusia bisa melakukan aktifitas produksi, seperti pertanian, 
perkebunan, peternakan, pengolahan makan dan minuman. Manusia juga 
                                                         
1
 Bpk Endang Muhamad, Pemilik Cucian Mobil Kusuma Utama , Wawancara,  23 April, 
2018 
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dapat melakukan aktifitas distribusi, seperti perdagangan atau dalam bidang 
jasa, seperti transportasi, kesehatan, dan sebagainya. 
Akad muḍarabah dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling 
membantu antara pemilik modal dengan pakar atau ahli dalam memutar modal 
dan sama-sama mencari keuntungan. Banyak diantara pemilik modal yang 
tidak mampu dalam mengelola dan memproduktifkan uangnya, sementara 
banyak pula yang memiliki kemampuan dibidang perdagangan namun tidak 
memiliki modal untuk berdagang. Atas dasar saling menolong dalam 
pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling 
bekerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam 
mengelola dan memproduktifkan modal tersebut. 
 
Imam Al-Marwadi berdalil tentang keabsahan Mudharabah dengan firman 
Allah surah al-baqarah ayat 198: 
                ….  
Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil 
perniagaan) dari Tuhanmu.(Q.S Al-Baqarah 2:198) 
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Dasar hukum kebolehan Mudharabah adalah ijma’ dan qiyas terhadap 
musaqah (bagi hasil) dengan bahwa setiap pekerjaan yang menghasilkan 
sesuatu ada bayaranya walaupun tidak diketahui berapa besarnya dan karena 
musaqah dan mudharabah keduanya diperbolehkan. 
Aktivitas berusaha dan bekerja dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana 
masyarakat hidup, kenyataannya bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup 
dan bermukim Secara umum sistem bagi hasil antara pemilik cucian mobil 
dengan pengelola yaitu 50:50. Semua dana yang masuk dari usaha cucian 
mobil dihitung pada akhir bulan dan hasilnya dibagi 50% untuk pengelola 
sedangkan semua peralatan cucian mobil dan biaya operasional ditanggung 
oleh pemilik usaha dan pengelola hanya bekerja saja. 
Secara rinci pengertian kata hasil menunjuk kepada perolehan dan 
pendapatan.
2 
Share profit dapat mengandung pengertian bagi perolehan 
revenue sharing bagi untung rugi (profit and loss sharing) dan bagi untung 
(profit sharing), tetapi dalam tekhnik perhitungan, dikenal dengan dua istilah 
bagi hasil yang terdiri dari bagi hasil (profit sharing) dan bagi pendapatan 
(revenue sharing). Bagi untung profit sharing adalah pembagian keuntungan 
usaha yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana 
dan pola ini juga digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha 
lembaganya pada penabung (depositor).
3
 
 
                                                         
 
2
 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia..., h. 300.
 
 
 
3
 M.Ridhwan, Pemahaman Nasabah Terhadap Konsep Pembiayaan Mudharabah Dan 
Kesepakatan Nisbah Pada BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta, (Thesis), (Jakarta: Universitas 
Islam Indonesia, 2007), h. 88.
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Dalam hadis Rasulullah saw. menyatakan bahwa: 
 
  م  كا  ن  نا  ر ي  ف ى  يل ا  م  ز   ر ا   ع 
 ة   ب أ  س  ح ا  ت   َ   يع  ت   ر  
 ف ا  ع   ب ين   خ 
 د  يي  ج   ي  ق يو  ل   إ : ن   ر   س يو   ل 
  ن لله ا  ه   ع ين  ه  ف ، ا  ز    ك  ر  يت  
 ل  ط  و ا   ف س  ق  ل ا   ق :  لا   ل َ   يع  ل  م  ه يم   ي ( يق 
 ص  د   ا يب  ن   ع  س اب   إ ) ن 
  ر   س يو   ل  
 لله ا  ي ل   ي ين  ه   ع ين  ه   و   ل 
 ك ين   ق  لا   ل : ن    ي  ن  ح  َ   ح  د    ك يم  َ ير   ض  ه   خ يي  ر  
 م ين  َ ين   ي يأ   خ  ذ   ع ا
  خ اهي  ر   جا  م ا يع  ل يو   م ا– ةسملخ ا  ه ا و ر
4  
Artinya : 
“Kami tidak memandang bahwa di dalam muzara’ah itu ada larangan, 
hingga aku mendengar Rafi’ bin Khudaij berkata bahwa rasulullah saw 
melarangnya. Maka aku bertanya kepada Thawus dan beliau berkata,”orang 
yang paling mengerti dalam hal ini telah memberitahukanku (maksudnya ibnu 
abbas, r.a)” sesungguhnya Rasulullah saw. tidak melarang muzara’ah (bagi 
hasil), beliau hanya berkata,”memberikan tanah kepada seseorang itu lebih 
baik dari pada meminta pajak tertentu,” (Hadist riwayat Bukhari, Ahmad, 
Abu Daud, Nasa’i, dan Ibnu Majah). 
 
Hadis di atas menjelaskan bahwa dalam sistem bagi hasil antara pemilik 
usaha dan pekerja dilakukan secara adil, jujur, transparan dan bertanggung 
jawab, tanpa adanya unsur kecurangan, gharar, ketidak adilan dan unsur 
penipuan antara keduanya,  karena  biasanya  sistem  bagi  hasil  dilakukan  
menurut  kesepakatan antara kedua belah pihak.  
Share profit adalah bagi hasil yang dihitung dari seluruh total pendapatan 
pengelolaan  dana.  Demikian  juga  pola  ini  dapat  digunakan  untuk  
keperluan distribusi hasil  usaha  lembaga  keuangan  Islam  karena itu system 
bagi hasil merupakan sistem yang diterapkan dalam ekonomi diatas namakan 
                                                         
4
 Imam Bukhari,  Shahih Bukhari, (Beirut: Dar al-Sha’bi,t.t.), h. 112. 
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Islam yang menekankan  pada  pembagian  hasil usaha yang besarannya sesuai 
dengan kesepakatan pihak-pihak yang terkait. Dalam perkembangannya 
lembaga keuangan  syariah  biasanya memberlakukan  pola  sistem  bagi  hasil  
itu  untuk pembiayaan perdagangan. Dalam hukum islam ( fiqh), bagi hasil 
terdapat dalam muḍarabah dan musyarakah ( Mudharabah muqayyadah). 
Kedua bentuk perjanjian keuangan itu dianggap dapat menggantikan riba, 
yang mengambil bentuk bunga.
5
 
Selain itu perhitungan laba atau rugi dalam praktik Mudharabah 
muqayyadah dapat diketahui bedasarkan laporan bagi hasil dari pihak 
pengelola yang diterima oleh pemilik usaha bagi hasil Mudharabah dapat 
dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu bagi laba ( profit sharing) 
dan bagi pendapatan (revenue sharing). Bagi laba, dihitung dari pendapatan 
setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana Mudharabah 
muqayyadah, sedangkan bagi pendapatan, dihitung dari total pendapatan 
pengelolaan Mudharabah muqayyadah. Kerugian pembiayaan Mudharabah 
yang di akibatkan penghentian Mudharabah muqayyadah sebelum masa akad 
berakhir diakui sebagai pengurang pembiayaan Mudharabah muqayyadah. 
Kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan pihak Mudharabah 
muqayyadah akan dibebankan pada pihak pengelola. Bagian laba yang tidak 
dibayarkan oleh pihak pengelola pada saat Mudharabah muqayyadah selesai 
                                                         
5
 Waqaar msood khan, toward, An interest-free Islamic Economic System,(UK: The 
Islamic Foundation UK and International Association For Islamic Economics, Islamabad, 1985M-
1406 H), hlm. 28. 
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atau dihentikan sebelum masanya berakhir diakui sebagai piutang jatuh tempo 
kepada pihak muḍarib. 
Implementasi konsep bagi hasil akan menimbulkan konsekuensi lebih 
lanjut bahwa seluruh kerugian dalam usaha yang dibiayai akan ditanggung 
oleh pemilik usaha, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian 
pengelola atau melanggar persyaratan yang telah disepakati. Selain itu juga 
pihak pemilik usaha juga harus aktif berusaha mengantisipasi kemungkinan 
terjadinya kerugian sejak awal, sehingga keduanya cenderung bekerjasama 
untuk mengatasi masalah yang timbul. 
Nisbah keuntungan adalah proporsi pembagian keuntungan dari hasil 
aktifitas Mudharabah muqayyadah. Nisbah harus dinyatakan dalam bentuk 
persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal 
rupiah tertentu. Penentuan nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan 
pada porsi setoran modal.
6
 Keuntungan bagi untung dan bagi rugi merupakan 
konsekuensi logis dari karakteristik akad Mudharabah muqayyadah itu 
sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (natural uncertainty 
contract). Dalam kontrak ini, return and timing cash flow tergantung kepada 
kinerja sektor riilnya. Apabila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak 
mendapatkan bagian yang besar pula apabila laba bisnisnya kecil mereka 
mendapat bagian kecil juga. Filosofi ini hanya berjalan jika nisbah laba 
ditentukan dalam bentuk persentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah 
tertentu. 
                                                         
6
 Muhammad, Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari’ah, Mudharabah Dalam 
Wacana Fiqh dan Ekonomi Modern, ( Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam ( PSEI), hlm. 184. 
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Perjanjian kerjasama selalu berdasarkan prinsip mencari keuntungan, 
maka keuntungan merupakan persoalan yang harus secara tegas ditentukan 
cara pembagiannya. Namun sistem bagi hasil yang berlandaskan syariah 
seperti Mudharabah muqayyadah tidak sepenuhnya mengalami kerugian, 
justru terkadang mengalami keuntungan seperti yang diharapkan. 
Berdasarkan penjelasan tentang konsep Mudharabah muqayyadah di atas 
penulis menilai bahwa Cucian Mobil Kusuma utama belum sepenuhnya 
melaksanakan sistem Mudharabah muqayyadah dikarenakan Cucian Mobil 
Kusuma Utama ini pada saat mengalami kerugian pemilik meminta kepada 
seluruh pengelola untuk bertanggung jawab ( ganti rugi) terhadap barang yang 
rusak. Para pemilik mengutip/mematok uang ganti rugi sesuai nominal harga 
barang.
7
 
Dengan demikian, tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pada 
usaha cucian mobil kusuma utama  ini belum sepenuhnya menggunakan 
konsep Mudharabah muqayyadah, karena pihak pemilik modal dengan 
pengelola melakukan sistem kelola kerugian sesuai dengan konsep 
Mudharabah muqayyadah, dimana pemilik bertanggung jawab sepenuhnya 
atas kerugian selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian si 
pengelola. 
 
 
 
                                                         
7
 Bpk Endang Muhamad, Pemilik Cucian Mobil Kusuma Utama , Wawancara,  23 April, 
2018 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis dari hasil penelitian yang dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Praktek bagi hasil yang dilakukan oleh Cucian Mobil Kusuma Utama 
menurut penulis sudah sesuai karena pada usaha tersebut tidak ada unsur 
gharar (penipuan), pihak yang dirugikan dan didzalimi. Sebaliknya 
Pengelola memperoleh keuntungan dengan adanya sistem bagi hasil yang 
diterapkan. Keuntungan bersih pemilik maupun pengelola tersebut diperoleh 
berdasarkan banyaknya omset konsumen pencuci mobil perharinya karena 
sistem bagi hasil yang diterapkan usaha pada Cucian Mobil Kusuma Utama 
ini dikalikan dengan jumlah pencuci mobil yang diterima perharinya dan 
dihitung pada akhir bulan yang ditulis pada pembukuan, sehingga tidak akan 
terjadi suatu penipuan. 
2. Tinjauan konsep mudharabah muqayyadah terhadap sistem bagi hasil 
belum sesuai dengan konsep mudharabah muqayyadah. Karena dalam ganti 
rugi pemilik membebankan kerugian kepada si pengelola dan pekerja pada hal 
dalam konsep mudharabah muqayyadah dinyatakan bahwa pengelola tidak 
berhak menanggung semua kerugian selama itu bukan dari kelalaian si 
pengelola sebaliknya pemiliklah yang harus menanggung segala kerugiannya. 
Namun hal penggajiannya pemilik usaha Cucian Mobil Kusuma Utama telah 
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menerapkan sistem bagi hasil berdasarkan konsep mudharabah muqayyadah 
yaitu pihak pertama selaku pemilik. 
B. Saran 
Sehubungan dengan kesimpulan tersebut diatas dan di akhir penyelesaian 
skripsi ini, maka penulis ingin menganjurkan saran yang kiranya akan 
bermanfaat kepada pihak-pihak yang bersangkuatan, yaitu Desa Bandung 
Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, dengan harapan bisa 
dijadikan bahan pertimbangan atau referensi demi tegaknya Hukum Islam. 
Adapun saran-saran penulis berikan diantarannya sebagai berikut: 
1. Pemodal yang melakukan kerjasama bagi hasil dengan pengeola 
diharapkan tetap senantiasa berpegang pada rasa keadilan dan tolong-
menolong seperti surat firman Allah pada surah Al-Maidah ayat 2. 
2. Keuntungan dilakukan dengan persentasi yang jelas dan adil seperti 50:50, 
dan apabila ada kerugian atau resiko dapat ditanggung bersama. 
Demikian hasil dari penyusunan skripsi ini, khilaf dan kesalahan 
merupakan suatu hal yang pasti ada melekat pada setiap manusia. Oleh karena 
itu, kewajiban baik sesama manusia saling mengingatkan dalam memperbaiki 
diri untuk sebuah kebenaran. 
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